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MOTTO 
Allah akan meninggikan derajat orang beriman diantara kami 
Dan mereka telah mencari ilmu 
Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(QS – Al Mujadilah : 11) 
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ABSTRAK 
 
  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalis 
tentang pelaksanaan tanggungjawab PT. Pegadaian (Persero) dalam 
hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijaminkan dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) 
Kota Madiun dan mengetahui dan menganalis  tentang upaya hukum 
yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari PT. 
Pegadaian (Persero). 
Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu  penelitian hukum 
yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai 
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada 
setiap peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Pegadaian (Persero) 
bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi 
kerugian yang dialami nasabah atas barang jaminan gadai yang 
dititipkan. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan karena dalam 
perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan PT. 
Pegadaian (Persero). Risiko yang ditanggung oleh PT. Pegadaian 
(Persero) adalah tidak termasuk kerugian yang ditimbulkan karena 
force majeur. 
Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi 
wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) adalah menyelesaikan 
sengketa melalui jalur musyawarah. Tetapi jika dengan musyawarah 
tidak selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui 
lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila 
jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir 
yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan. 
 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, 
Jaminan Gadai. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine and analyze on the 
implementation of the responsibility of PT. Pegadaian (Persero) in the event 
of damage or loss of the collateral in the loan agreement with collateral 
pawn in PT. Pegadaian (Persero) Madiun and determine and analyze legal 
remedies that can be done by the customer in case of default of PT. 
Pegadaian (Persero). 
Legal research methods used in this research is the empirical legal 
research methods, namely legal research object of study includes the 
provision and the adoption or implementation of normative legal 
requirements on any legal events that occurred in the life of society. 
The results showed that PT. Pegadaian (Persero) is responsible for the 
risk in the event of losses suffered by the customer for the goods entrusted 
pledge collateral. It was supposed to be done because the collateral pledge 
agreements are in power PT. Pegadaian (Persero). The risk borne by PT. 
Pegadaian (Persero) is not including any losses incurred due to force 
majeure. 
Legal efforts taken by the customer in case of default of PT. Pegadaian 
(Persero) is to resolve the dispute through consultation. But if the discussion 
is not finished, then this dispute can be done through mediation agency to 
immediately get a good solution. If the mediation does not track also get 
results, then the end of the path that must be taken is the path of the Court. 
 
Keywords: Legal Protection, Credit Agreement, Guarantee Pledge. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan di dalam bidang ekonomi saat ini menjadi perhatian yang 
serius. Hal ini mengandung maksud untuk mengejar ketertinggalannya, maka 
dari itu diterapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan 
maupun pelaksanaannya. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, 
maka peranan lembaga keuangan bank maupun bukan bank bahkan lembaga 
perkreditan sangat diperlukan sekali dalam rangka menunjang masyarakat 
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi. 
Fungsi dan peranan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank 
serta lembaga perkreditan hendaknya lebih ditingkatkan agar semakin mampu 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk berperan aktif dalam 
pembangunan. Lembaga yang dimaksud harus semakin mampu beperan 
sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan 
sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan 
yang produktif.
1
 Oleh karena itu jaringan pelayanan dari lembaga tersebut 
harus terus ditumbuh kembangkan dan diperluas penyebarannya, dan 
ditingkatkan effisiensi produktivitas serta kehandalannya agar dapat 
menjangkau seluruh pelosok tanah air serta segenap lapisan masyarakat 
sehingga mampu mendorong, merangsang dan menumbuhkan motivasi 
masyarakat agar mampu berperan serta dalam pembangunan.
2
 
Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh 
perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang 
selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut 
                                                 
1
 Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 
3. 
2
  Ibid. 
2 
 
 
dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. 
Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu.
3
  
Bentuk lembaga jaminan sebagian besar mempunyai ciri-ciri 
internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan 
modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan 
serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. Lembaga 
jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral, karena tidak 
mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spiritual dan budaya 
bangsa, sehingga terhadap bidang hukum yang demikian tidak ada 
keberatannya untuk diatur dengan segera, karena jika dilihat peraturan-
peraturan hukum yang bertalian dengan lembaga jaminan tersebut di 
Indonesia pada umumnya tidak banyak peraturan yang mengalami perubahan 
sejak pembentukannya.
4
 
Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dalam 
kehidupan masyarakat, dan dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna 
berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang 
usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada 
masyarakat atas dasar hukum gadai.
5
 
PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan, keberadaannya 
mempunyai fungsi penting di dalam menunjang pembangunan. Fungsinya 
tidak hanya memberi pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman 
produktif, tetapi lebih-lebih pinjaman kecil yang bersifat konsumtif. Penerima 
pinjaman terdiri lapisan masyarakat kecil, termasuk di dalamnya petani, 
nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, buruh dan 
pegawai negeri ekonomi lemah yang bersifat konsumtif. 
PT. Pegadaian (Persero) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum 
Pegadaian (Perum Pegadaian) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 
                                                 
3
 Subekti (I), Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1991,hlm. 5. 
4
 Hasanah, Hetty, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas 
Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, Mimbar Hukum, Vol.23, No.3, Oktober 2011, hlm. 28. 
5
 Tri Puji Susilowati,  Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah, Tesis Undip, Semarang, 2008,  
hlm. 2. 
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Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan 
(Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, 
sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 
2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian,  dan perubahan yang 
terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  Perubahan itu dimaksudkan dalam 
rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas  penyelenggaraan  
penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, 
usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
6
 
Upaya pengembangan terus menerus dilakukan oleh PT. Pegadaian 
(Persero) bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan 
dalam pelayanan, sehingga sekarang merupakan contoh konkret lahirnya 
peraturan-peraturan baru yang lebih dapat memudahkan masyarakat untuk 
memperoleh pinjaman uang. Kenyataan ini paling tidak menunjukkan bahwa 
PT. Pegadaian (Persero) dipandang sebagai institusi yang memiliki fungsi 
untuk pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan. 
Pendirian PT. Pegadaian (Persero) bertujuan untuk memberikan 
pelayanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat kecil menyangkut keperluan 
sejumlah uang dengan menggadaikan barang miliknya dalam jangka waktu 
tertentu. Lembaga gadai ini sebenarnya sudah dikenal luas dalam masyarakat 
yang membutuhkan uang dan sebagai jaminan atas hutangnya para peminjam 
uang menyerahkan barang-barang miliknya kepada lembaga tersebut, yang 
kemudian dikenal dengan istilah gadai.
7
 Banyak terjadi bahwa para peminjam 
uang tersebut terdesak akan kebutuhan dan mereka berada pada pihak yang 
lemah dan apabila uang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan dalam 
jangka waktu tertentu yang telah ditentukan telah lewat, maka peminjam 
                                                 
6
  Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriciada Ashari, dan Nurhadiantomo,  Perlindungan Hukum 
Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang 
Jaminan, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014, hlm. 35. 
7
  Ibid. 
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harus mengembalikan selain pokok juga bunga pinjaman tersebut, sehingga 
kewajiban membayar hutang semakin bertambah besar.  
Sehubungan lembaga gadai itu oleh masyarakat masih dibutuhkan dan 
sangat wajar apabila pemerintah mengambil alih pengelolaanya sehingga 
dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menyalurkan kredit kepada 
masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut merupakan upaya membantu 
masyarakat untuk mengatasi pengadaan kebutuhan hidup atau usaha 
masyarakat dengan menyediakan fasilitas kredit yaitu suatu lembaga 
perkreditan yang dapat menyalurkan pinjaman dengan mudah, cepat dan 
aman. 
Sebagai lembaga perkreditan dalam menyalurkan kredit kepada 
masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) menggunakan perjanjian pinjam uang 
yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK). Bentuk surat 
perjanjian meminjam uang semacam itu termasuk jenis perjanjian baku, yaitu 
suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang 
dibuat oleh pihak kreditor. Hal ini dapat dimengerti sehubungan dengan asas 
kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, 
namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian 
harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Pasal 1338 
ayat (3) KUH Perdata.
8
 
Secara tegas tujuan dari PT. Pegadaian (Persero) dituangkan dalam Pasal 
2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011: 
 (1) Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai 
dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya 
di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke 
bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip 
perseroan terbatas. 
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama 
berupa: 
                                                 
8
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 87. 
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a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek; 
b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan 
c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan 
perdagangan logam mulia serta batu adi. 
(3) Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan 
usaha: 
a. jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi 
pinjaman; dan 
b. optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero). 
  
Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang 
bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi 
kerugian terhadap barang yang dijaminkan tersebut sudah sepatutnya PT. 
Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan 
pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, 
sehingga benda yang dijaminkan tidak mengalami kerusakan atau hilang 
yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh 
karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, 
hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, 
maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian 
(Persero). 
Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan 
dengan “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI DI PT. 
PEGADAIAN (PERSERO) KOTA MADIUN”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam 
hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijaminkan dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota 
Madiun? 
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2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi 
wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun?  
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui dan menganalis tentang pelaksanaan tanggung jawab PT. 
Pegadaian (Persero) dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang 
yang dijaminkan dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. 
Pegadaian (Persero) Kota Madiun. 
2. Mengetahui dan menganalis  tentang upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero). 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis  dapat memberikan sumbangan pemikiran dan  pengetahuan 
di bidang Hukum, khususnya Hukum Jaminan yang berhubungan dengan 
gadai. 
2. Secara praktis  dapat sebagai bahan masukan bagi PT. Pegadaian (Persero) 
dalam memberikan pelayanan (service) kepada masyarakat sehingga dapat 
diaplikasikan sesuai maksud dan tujuan perusahaan berkaitan dengan 
hukum gadai dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. 
  7   
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Landasan Teori tentang Perjanjian Kredit 
1. Perjanjian Pada Umumnya 
a. Pengertian Perjanjian  
Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst 
(Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan/perjanjian.
9
 Pasal 
1313 KUH Perdata berbunyi Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih. 
Perikatan dan perjanjian merupakan dua hal yang berbeda. 
Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak yang 
menunjuk pada hubungan hukum harta kekayan antara dua orang atau 
lebih, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada 
salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.  
Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian: Suatu 
hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang 
memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan 
sekaligus mewajibkan  pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya.
2 
Abdulkadir Muhammad
3
 mengemukakan bahwa pengertian 
menurut Pasal 1313 KUH Perdata ini mengandung banyak kelemahan 
yaitu : 
1) Hanya menyangkut sepihak saja dilihat dari perumusan “satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih lainnya.” Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan 
diri”, sehingga ada konsensus dari para pihak. 
                                                 
9
 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta, 
2003,hlm. 338. 
1 
R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta, 
2003,hlm. 338.
 
2
 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung,  1986, hlm. 6. 
3
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,  hlm. 37. 
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2) Kata perbuatan mengandung arti tanpa konsensus, seharusnya 
dipakai kata persetujuan. 
3) Pengertian perjanjian terlalu luas, di mana yang dimaksud 
adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan 
harta kekayaan. 
4) Tanpa menyebut tujuan, dalam perumusan pasal itu tidak 
disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga tidak jelas 
untuk apa. 
Endang Mintorowati
4
 mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu 
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 
untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 
1) Macam-macam Perjanjian 
Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara sehingga 
munculah bermacam-macam perjanjian. Pembedaan yang paling 
pokok adalah
10
: 
a). Perjanjian Timbal-Balik 
Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban 
kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya 
perjanjian jual-beli Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian sewa 
menyewa Pasal 1548 KUH Perdata, dan perjanjian pinjam 
meminjam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. 
b). Perjanjian Sepihak 
Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban 
pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dimana 
kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan sedangkan 
penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan 
tanpa kewajiban apapun. 
c). Perjanjian dengan Percuma 
                                                 
4
 Endang Mintorowati, Hukum Perjanjian, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1999, hlm. l2. 
5
 Sutarno,  Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabetha, Bandung,2005  hlm. 82-83.  
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Perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu 
pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 
1666 dan Pasal 1740 KUH Perdata. 
d). Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil 
Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah jika 
telah terjadi konsensus atau sepakat antara para pihak yang 
membuat perjanjian. Perjanjian Riil adalah perjanjian yang 
memerlukan kata sepakat tetapi barangnya pun harus diserahkan, 
misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUH Perdata. 
Perjanjian Formil adalah perjanjian yang memerlukan kata 
sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut 
harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta 
yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT, misalnya 
perjanjian jual-beli tanah harus dibuat dengan akta PPAT. 
e). Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tak Bernama 
Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah 
diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH perdata Bab V 
sampai dengan Bab XVIII, misalnya perjanjian jual-beli. 
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara 
khusus dalam undang-undang yang timbul karena kebutuhan 
masyarakat, misalnya perjanjian kredit. 
2) Lahirnya Perjanjian  
Sejak terjadi kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan 
sebelah menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat, 
kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja. Kesepakatan itu 
penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.
11
 
3) Isi Perjanjian 
Isi perjanjian adalah :  
1. Hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.  
                                                 
5
 Elsas, R. Dan Krahnen, Is Relationship Lending Special? Evidence from Credit-File Data in 
Germany. Journal of Banking & Finance 22 (2008), pg 1283-1316. 
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2. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH 
Perdata).  
Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap 
secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan 
tidak tegas dinyatakan. 
4) Jenis-jenis Perjanjian 
Perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa jenis, adapun jenis-jenis 
perjanjian tersebut, antara lain : 
a) Perjanjian menurut sumbernya 
(1)  Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. 
Misalnya, perkawinan. 
(2)  Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan 
yaitu perjanjian yang berhubungan dengan pengalihan 
hukum benda. 
(3)  Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang 
menimbulkan kewajiban. 
(4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara. 
(5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik. 
b) Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak 
(1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang    
menimbulkan   kewajiban pokok bagi kedua belah 
pihak. 
(2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang 
menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, 
sedangkan pihak yang lain hanya ada hak.
12
 
c) Perjanjian menurut namanya 
(1)  Perjanjian khusus/bernama/nomiaat adalah perjanjian 
yang memiliki nama dan diatur dalam KUH Perdata. 
                                                 
12
 http://www.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual, diakses 6 Feb 2016, pkl.11.00. 
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(2) Perjanjian umum/tidak bernama/innomiaat adalah 
perjanjian yang tumbuh dan hidup karena adanya asas 
kebebasan berkontrak dan belum dikenal saat KUHP 
Perdata diundangkan.
13
 
d) Perjanjian menurut bentuknya 
(1) Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana adanya 
kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk 
timbulnya perjanjian yang bersangkutan. 
(2) Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku 
sesudah terjadinya penyerahan barang atau sepakat 
bersamaan dengan penyerahan barangnya.
14
 
e) Perjanjian yang istimewa sifatnya 
(1)  Perjanjian leberatoir adalah perjanjian dimana para     
pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. 
(2)  Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para    
pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku 
di antara mereka. 
(3)  Perjanjian untung-untungan. 
f) Perjanjian menurut sifatnya dibedakan menjadi 
(1) Perjanjian pokok adalah perjanjian yang utama. 
(2) Perjanjian accessoir adalah perjanjian tambahan yang 
mengikuti perjanjian pokok, misalnya perjanjian 
pembebasan fidusia.
15
 
 
b. Unsur-unsur Perjanjian 
Perjanjian terdiri dari inti (essensialia) dan bagian bukan inti 
(naturalia dan accidentalia). Maka unsur-unsur yang ada dalam 
perjanjian dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
1) Unsur Essensialia 
                                                 
13
 Ibid. 
14
 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 57. 
15
 Ibid, hlm. 66. 
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Merupakan unsur perjanjian yang harus ada dalam suatu perjanjian. 
Unsur mutlak, di mana tanpa ada unsur ini perjanjian tak mungkin ada.
16
 
Unsur ini sangat erat berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian (pasal 
1320 KUH Perdata) dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian 
serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya. Contoh : kesepakatan.
17
 
2) Unsur Naturalia 
Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya 
dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya 
dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali 
dinyataka sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu 
perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah 
diketahui unsur essensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan 
unsur essensialianya baru kemudian dapat dirumuskan unsur 
naturalianya. Misalnya jual-beli unsur naturalianya bahwa si penjual 
harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat 
yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah 
televise baru. Jadi unsur essensialia adalah unsur yang selayaknya atau 
sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang 
lazim atau lumrah.
18
 
3). Unsur Accidentalia 
Merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya : pemilihan 
tempat kedudukan.
19
 
 
c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : 
1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya 
                                                 
16
 Ibid. hlm 57. 
17
 Kartini Muljadi dan Gunawan, Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Grafindo 
Persada, Jakarta, 2004, hlm. 83. 
18
 http://idilvictor.blogspot.com.. hukum perikatan (permasalahan pokok dalam perjanjian), 
diunduh 6 Feb 2016, pkl. 11.10. 
19
 Ibid. 
13 
 
 
Kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas. 
Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap 
telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu 
perjanjian yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan 
perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki 
sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini kita jumpai 
bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara 
demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan. 
Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan 
atau kekerasan. Keadaan ini pun mungkin diadakan pembatalan 
oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang 
berkepentingan.
20
 
2) Kecakapan untuk membuat perjanjian 
Orang yang cakap, dimaksudkan di sini adalah mereka yang telah 
berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah 
menikah. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat 
pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada di 
bawah pengampunan. 
3) Suatu hal tertentu  
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau 
jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan. 
4) Suatu sebab yang halal 
Syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri, 
sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-Undang, 
kesusilaan dan ketertiban umum. 
 
Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah 
memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat 
                                                 
20
 M. T., Abel, Steward R. G. And Suarez V. C, LAMM Model for Nonperforming Loan 
Portfolios’ Market Value Determination Through Multivariable Estimate, Business Intelligence 
Journal, Secured Assets Yield Corporation Limited, 2008, pg. 256. 
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itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-
akibat hukumnya pun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.
21
 
Sebenarnya keempat syarat tersebut di atas, dapat dibagi ke dalam 
dua kelompok yaitu : 
a) Syarat Subjektif 
Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-
subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian di mana hal ini 
meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan 
kecakapan pihak yang membuat perjanjian.
22
 
b) Syarat Objektif 
Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian 
itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Suatu 
perjanjian haruslah mempunyai objek (bepaald onderwerp) tertentu, 
sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat 
berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.
23
 
Akibat hukum dari kedua syarat tersebut berbeda, maksudnya 
kalau syarat subjektif tidak dipenuhi dapat dibatalkan, seperti misalnya : 
seorang anak yang belum cukup umur mengadakan perjanjian dapat 
dibatalkan oleh orang tua dari anak tersebut, atau boleh juga oleh anak 
itu sendiri setelah anak yang belum cukup umur itu menjadi dewasa 
(pasal 1446 dan 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Syarat 
objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau 
dengan kata lain batal dengan sendirinya. Lebih lanjut lagi dapat 
diperjelas, kalau akibat hukum itu dapat dibatalkan, ini berarti sebelum 
dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah sah, sahnya sampai 
diadakannya pembatalan itu, sedangkan kalau akibatnya batal demi 
hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau 
                                                 
21
 Kartini Muljadi dan Gunawan, Widjaja, op.cit, hlm. 122. 
22
 Ibid, hlm. 123 
23
 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, 
hlm. 79 
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perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah 
ada.
24
 
 
d. Asas-asas dalam Perjanjian 
Dalam perjanjian ada beberapa asas namun secara umum asas 
perjanjian ada lima, yaitu : 
1) Asas kebebasan berkontrak  
Mempunyai makna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian 
dengan siapapun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak 
melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 
Kehendak para pihak yang yang diwujudkan dalam kesepakatan 
adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak 
tersebut dapat dinyatakan dengan berbagai cara dan mengikat para 
pihak dengan segala akibat hukumnya.
25
 
Hukum benda menganut sistem tertutup, sedangkan hukum 
perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak 
atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai 
hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum 
perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, 
asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
26
 
2) Asas konsensualisme 
Perjanjian lahir dengan adanya kata sepakat. Hal ini dimaksud 
untuk mewujudkan kemauan para pihak. 
3) Asas mengikatnya suatu perjanjian 
Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi yang membuatnya. 
 
 
                                                 
24
 Ibid; hlm. 13 
25
 Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus, Jakarta, hlm. 3. 
26
 R. Subekti. Op. Cit. hlm, 5. 
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4) Asas iktikad baik 
Perjanjian harus dilakukan dengan asas iktikad baik yaitu dengan 
mengindahkan kepatutan dan kesusilaan serta ditentukan oleh 
sikap batin seseorang. 
Untuk menentukan suatu perjanjian bertentangan dengan 
kesusilaan atau tidak, Wirjono Prodjodikoro memberikan contoh 
tentang “penjualan praktik” seorang dokter atau pengacara kepada 
rekan sejawatnya. Pendapat yang dikaji oleh beliau bahwa 
kesemuanya tergantung dari penilaian masyarakat.
27
 
5) Asas Kepercayaan  
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu 
sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan 
memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan 
itu tidak mungkin  akan diadakan oleh para pihak. Adanya 
kepercayaan ini mengakibatkan kedua pihak mengikatkan dirinya 
dan untuk keduaanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat 
sebagai undang-undang.
28 
 
e. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum 
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu 
keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak 
dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian 
dan bukan dalam keadaan memaksa. 
Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi: 
a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 
b) Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang 
diperjanjikan. 
c) Melaksanakan prestasi tapi keliru. 
                                                 
27
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, 1993, hlm. 37. 
28
  Handri Raharjo, Op.Cit. hlm.87. 
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d) Melaksanakan prestasi tapi terlambat. 
e) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. 
Perbuatan melawan hukum ketentuannya disebutkan dalam pasal 
1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan 
hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan 
oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang 
merugikan pihak lain. 
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan 
hukum apabila memenuhi empat hal, yakni: 
a) Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan di sini adalah 
perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif (penafsiran pasal 
1365 KUH Perdata secara luas) 
b) Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa: 
- Bertentangan (melanggar hak orang lain). 
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 
- Bertentangan dengan kesusilaan. 
- Bertentangan dengan kepentingan umum. 
c)    Ada kerugian 
d)  Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu 
dengan kerugian yang timbul. 
 
f. Berakhirnya perjanjian  
Berakhirnya perjanjian kredit secara normal adalah setelah kreditur 
dan debitur memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan 
kesepakatan mereka. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan 
perjanjian kredit berakhir :
29
 
1) Pembayaran/pelunasan, tindakan sukarela dari debitor untuk 
memenuhi perjanjian 
                                                 
29 https://arihaz99.wordpress.com/2012/03/28/perjanjian-kredit/, diakses pada tanggal 10 Feb 
2016, pk. 11.50 WIB 
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2) Subrogasi, penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga (pasal 
1400 KUH Perdata) 
3) Pembaruan Utang (novasi), ada tiga bentuk novasi yaitu: mengganti 
kreditur, mengganti debitur, dan merubah obyek/isi perjanjian 
4) Perjumpaan utang (kompensasi), kedua pihak memperjumpakan 
atau memperhitungkan utang-piutang di antara keduanya sehingga 
perjanjian kredit menjadi hapus (1425 KUH Perdata) 
 
2. Landasan Teori tentang Perjanjian Kredit 
a. Pengertian Perjanjian Kredit 
Kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang berarti 
“kepercayaan”. Kata “kredit” dalam dunia bisnis pada umumnya 
diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan 
akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang 
atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.
30
 
Perjanjian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tetentu 
dengan jumlah bunga atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
31
 
Tentang bagaimana hakikat dari perjanjian kredit jika dihubungkan 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka secara yuridis, 
perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 (dua) segi pandang sebagai 
berikut
32
: 
1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis 
2. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus 
Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada 
perjanjian bernama dalam KUH Perdata yang disebut dengan perjanjian 
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31
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32
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kredit. Oleh karena itu, yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum 
perjanjian, tentunya ditambah dengan klausul-klausul yang telah 
disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan. 
Bila dilihat dari sudut pandang hukum perikatan, maka syarat dan 
ketentuan dari perjanjian kredit ini termasuk ke dalam perjanjian 
sepihak. Dikatakan perjanjian sepihak karena tidak terdapat tawar 
menawar antara pelaku usaha dan konsumen. Inilah yang kemudian 
disebut sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian baku 
biasanya berupa sebuar formulir yang berisi kesepakatan antara pelaku 
usaha dan konsumen. Di dalam formulir tersebut pihak bank sudah 
mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nantinya 
yang perlu dilengkapi hanga hal-hal yang bersifat subjektif, seperti 
waktu dan identitas. 
Terdapat dua gejala hukum dalam perjanjian kredit. Gejala 
pertama adalah perjanjian konsensuil, berupa perjanjian untuk 
mengadakan perjanjian pinjam uang. Gejala kedua adalah perjanjian riil 
berupa penyerahan uang kepada pihak peminjam. Selanjutnya 
disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah konsensuil disamping riil, 
sifat riil tidak semata-mata berupa perbuatan akan tetapi membutuhkan 
pula persesuaian kehendak untuk adanya penyerahan itu. Hal ini juga 
dikemukakan oleh Russchen, bahwa persesuaian kehendak yang baru ini 
terjadi secara diam-diam.
33
 
Praktek kredit baik oleh lembaga keuangan maupun lembaga 
perkreditan menunjukkan bahwa perjanjian kredit itu tumbuh sebagai 
perjanjian standard. Hal ini dapat dimengerti karena hukum perjanjian 
yang ada dalam KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak. 
Perjanjian demikian berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata sungguh 
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mempunyai kekuatan mengikat, perjanjian itu dapat dipandang sebagai 
perjanjian pendahuluan dan sebagai demikian sepenuhnya sah.
34
  
Perjanjian standard sebagaimana disebutkan mengandung 
kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan 
pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang 
lemah. Selanjutnya dikemukakan, bahwa perjanjian standard 
bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian Pasal 1320 Jo 
pasal 1338 KUH Perdata maupun kesusilaan tetapi dalam praktik 
perjanjian ini tumbuh karena menghendakinya dan harus diterima 
sebagai kenyataan. 
Kini semakin banyak jumlah perjanjian yang dibuat dalam bentuk 
baku. Kontrak-kontrak standard yang disodorkan oleh pihak kreditur atas 
dasar “tak it or leave it”. Di sini tidak ada kesempatan bagi pihak 
debitur untuk menentukan syarat-syaratnya. “Bargaining potition” 
dipegang pihak kreditur. Semakin bertambahnya peraturan-peraturan di 
bidang hukum ekonomi yang merupakan “mandatary rules of a public 
nature”  atau peraturan hukum memaksa yang memiliki sifat hukum 
publik, peraturan-peraturan ini bahkan memuat ancaman kebatalan diluar 
adanya paksaan, kesesatan ataupun penipuan yang selama ini kita kenal 
menurut doktrin hukum perjanjian.
35
 
Secara umum terdapat dua jenis kredit yang diberikan bank kepada 
nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaan dan kredit 
ditinjau dari segi jangka waktunya. Menurut segi penggunaannya, kredit 
dibagi menjadi : 
36
 
1). Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha 
yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari 
usahanya. 
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 Sri Sudewi Masjchon Sofwan (I), Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan 
Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 7. 
35
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36
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2). Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang yang 
perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.  
Sedangkan jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat 
berupa:
37
 
1). Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang diberikan tidak lebih dari 
satu tahun.  
2). Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu lebih 
dari satu tahun tapi tidak lebih dari tiga tahun.  
3). Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu lebih 
dari tiga tahun.  
Perjanjian kredit dalam prakteknya mempunyai 2 bentuk : 
1) Perjanjian dalam bentuk Akta Bawah Tangan (diatur dalam 
Pasal 1874 KUH Perdata). 
 Akta bahwa tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian 
apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh 
yang menandatanganinya. Supaya akta bawah tangan tidak 
mudah dibantah maka diperlukan legalisasi oleh Notaris yang 
berakibat akta bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan 
pembuktian seperti akta otentik. 
2) Perjanjian dalam bentuk Akta Otentik (diatur dalam Pasal 
1868 KUH Perdata)  
 Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna yang artinya akta otentik dianggap sah dan benar 
tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda 
tangan dari para pihak. 
 
b. Unsur-unsur Perjanjian Kredit 
Pelaksanaan pemberian kredit tersebut haruslah memenuhi unsur- 
unsur pokok kredit, yaitu :
38
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1) Kepercayaan, setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya 
keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali 
oleh Debitor sesuai dengan jangka waktu yang telah 
diperjanjikan. 
2) Waktu, pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh 
Debitor dipisahkan oleh tenggang waktu 
3) Risiko, pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko di 
dalamnya yaitu resiko yang terkandung dalam jangka waktu 
antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. 
4) Prestasi, setiap terjadi kesepakatan antara bank dan Debitor 
mengenai suatu pemberian kredit, pada saat itu pula terjadi suatu 
prestasi dan kontra prestasi 
 
c. Fungsi Perjajian Kredit 
Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik 
oleh kreditur maupun oleh debitur, karena perjanjian kredit mempunyai 
fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun 
penatalaksanaan kredit itu sendiri. Fungsi dari perjanjian kredit adalah 
sebagai berikut :  
1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya 
perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau 
tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian 
pengikatan jaminan. 
2)  Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-
batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. 
3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan 
monitoring kredit. 
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B. Landasan Teori tentang Jaminan Gadai 
1. Jaminan 
a. Pengertian Jaminan 
Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang 
debitur atau pihak ketiga terhadap kreditur untuk menjamin kewajibannya 
dalam suatu perikatan. Menurut Hartono Hadisoeprapto, jaminan adalah 
suatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa 
debitur akan memenuhi kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan uang yang 
timbul dari suatu perikatan
39
, sedangkan menurut Setiawan Hukum 
Jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang 
seseorang.
40
 
 
b. Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan 
Perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian 
yang bersifat accesoir, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang 
dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi kepada perjanjian pokok. 
Dalam praktik perbankan perjanjian pokoknya berupa perjanjian 
pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan 
kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotik, 
atau credietverband, gadai, fiducia, borgtoch, dan lain-lain.
41
 
Sifat dari hak-hak jaminan itu di dalam praktek perbankan ada yang 
bersifat hak kebendaan dan ada yang bersifat hak perorangan. Tergolong 
jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah hipotik, credietverband, 
gadai, fiducia. Selanjutnya, jaminan yang bersifat perorangan adalah 
borgtoch, perjanjian tanggung-menanggung, perjanjian garansi, dan lain-
lain.
42
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Bentuk perjanjian jaminan mengenai berbagai macam lembaga 
jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia senantiasa disyaratkan 
dalam bentuk tertulis. 
 
c. Jenis-jenis Jaminan 
Pada umumnya jenis-jenis jaminan sebagaima dikenal dalam Tata 
Hukum Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:
43
 
1) Menurut cara terjadinya, dibedakan menjadi : 
a) Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang ialah 
jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya 
perjanjian dari para pihak, misalnya ketentuan dalam Pasal 1131 
KUH Perdata. 
b) Jaminan yang lahir karena perjanjian, yaitu jaminan yang adanya 
harus diperjanjikan terlebih dahulu antara pihak-pihak, misalnya 
gadai, fiducia, perjanjian garansi, penanggungan (borgtocht). 
2) Menurut kepentingan krediturnya, dibedakan menjadi : 
a) Jaminan yang tergolong jaminan umum, yaitu jaminan yang 
tertuju kepada semua kreditur dan mengenai semua harta benda 
debitur, baik mengenai benda bergerak maupun benda tidak 
bergerak, benda yang sudah ada maupun benda yang masih akan 
ada. Jadi jaminan umum itu timbulnya dari undang-undang tanpa 
ada perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dahulu. 
b) Jaminan khusus, yaitu jaminan yang timbul karena adanya 
perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang 
dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan 
yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah 
adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan 
jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu 
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yang sanggup membayar/ memenuhi prestasi manakala debitur 
wanprestasi. 
3) Menurut sifatnya, dibedakan menjadi :44 
a) Jaminan yang bersifat kebendaan, ialah jaminan yang berupa hak 
mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai 
hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat 
dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan 
dapat diperalihkan, misalnya gadai. 
b) Jaminan yang bersifat perorangan, ialah jaminan yang 
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, 
hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap 
harta kekayaan debitur seumumnya, misalnya penanggungan 
(borgtocht). 
4) Menurut Objeknya, dibedakan menjadi : 
a) Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak 
b) Jaminan atas benda tak bergerak 
Pembedaan benda tersebut akan menentukan jenis lembaga 
jaminan/ ikatan kredit yang dapat dipasang untuk kredit yang 
bersangkutan. Jika benda jaminan tersebut merupakan benda 
bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk 
gadai atau fiducia, sedangkan jika benda jaminan tersebut berupa 
benda tetap, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang 
berbentuk hipotik, Hak tanggungan. 
5) Menurut kewenangan menguasainya, dibedakan menjadi :45 
a) Jaminan yang menguasai bendanya 
b) Jaminan tanpa menguasai bendanya 
Bagi kreditur akan lebih merasa aman jika ia menguasai benda 
yang dijaminkan, lebih-lebih bila benda tersebut merupakan 
benda bergerak, yang mudah dipindahkan dan berubah nilainya, 
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dan kreditur juga berwenang untuk menjualnya atas kekuasaan 
sendiri jika debiturnya wanprestasi, karena benda jaminan 
tersebut berada di tangan krediturnya. Jaminan dengan tanpa 
menguasai bendanya akan lebih menguntungkan debitur si 
pemilik benda jaminan karena ia masih dapat menggunakan 
benda jaminan tersebut. 
 
2. Jaminan Gadai 
a. Pengertian Jaminan Gadai 
Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata yaitu, 
Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang 
diserahkan yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, 
sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada 
kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan 
mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian unsur-unsur yang 
tercantum dalam pengertian gadai adalah :
46
 
1) Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai), dan debitur 
(pemberi gadai); 
2) Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berujud 
maupun tidak berujud; dan 
3) Adanya kewenangan kreditur untuk mengeksekusi apabila debitur 
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian gadai. 
 
b.  Dasar Hukum Gadai 
Dasar hukum Gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-
undangan berikut ini. 
1). Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 KUH 
Perdata; 
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2). Peraturan Pemerintah  Nomor 51 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 
Di Indonesia lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk menerima 
dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah PT. Pegadaian 
(Persero). 
 
c. Subjek dan Objek Gadai 
Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai 
(pandgever)  dan penerima gadai (pandnemer). Pemberi gadai 
(pandgever) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan 
dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk 
pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. 
Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi atas 
dua jenis, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda 
bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. 
Benda berwujud meliputi, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-
lain, sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti, piutang atas 
bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas 
piutang.
47
 
 
d. Bentuk dan Substansi Perjanjian Gadai 
Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam 
Pasal 1151 KUH Perdata, yaitu Perjanjian gadai harus dibuktikan 
dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian 
pokoknya. Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, sama halnya 
dengan bentuk perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam, 
perjanjian gadai dibuat dalam suatu akta bisa akta otentik maupun akta 
dibawah tangan, lazimnya perjanjian gadai dibuat dalam akta dibawah 
tangan yang ditanda tangani oleh pemberi dan penerima gadai. 
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Bentuk dan isi perjanjian gadai telah ditentukan oleh PT. 
Pegadaian (Persero) dalam bentuk perjanjian baku. Hal-hal yang kosong 
dalam dalam Surat Bukti Kredit (SBK), meliputi nama, alamat, jenis 
barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinajaman, tanggal kredit, dan 
tanggal jatuh tempo akan di isi oleh pegawai PT. Pegadaian (Persero).
48
 
 
e. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai 
Setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum pada 
umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban.
49
Hak dan kewajiban 
para pihak timbul sejak terjadinya perjanjian antara pemberi gadai dengan 
penerima gadai. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tantang 
hak dan kewajiban kedua belah pihak.  
Hak Penerima Gadai adalah :  
1. menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu 
yang ditentukan;  
2. menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi 
kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan 
peringatan untuk pemenuhan janjinya. 
Kewajiban Penerima Gadai adalah:  
1.  menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;  
2.  tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi 
miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH 
Perdata); 
3. memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang 
pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata); 
4.  bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, 
sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).  
Hak-Hak Pemberi Gadai adalah :  
1. menerima uang gadai dari penerima gadai;  
                                                 
48
 Ibid, hlm 45. 
49
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar) Edisi Ketiga¸Liberty, Yogyakarta, 
1991, hlm. 55 
29 
 
 
2. berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya 
lainnya telah dilunasinya;  
3. berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual 
untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUH Perdata). 
Kewajiban Pemberi Gadai adalah :  
1. menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;  
2. membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;  
3. membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk 
menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata). 
 
f. Hapusnya Gadai 
Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH 
Perdata dan surat bukti kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata 
ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu :  
1) barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai; dan  
2) hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima 
gadai surat bukti kredit.  
Begitu juga dalam surat bukti kredit (SBK) telah diatur tentang 
berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah 
berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 
120 hari. Ari Hutagalung (dalam H.Salim HS)
50
 telah menyampaikan 
tentang sistem hapusnya hak gadai. Ada 5 (lima) cara hapusnya hak 
gadai, yaitu :  
1) hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai;  
2) terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai; 
3) musnahnya barang gadai;  
4) dilepaskannya benda gadai secara sukarela;  
5) percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).  
Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam 
meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar 
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pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya 
perjanjian gadai. 
 
2. Gadai dalam Hukum Adat 
Hukum adat sebagai hukum yang berlaku secara turun temurun 
dalam suatu masyarakat Indonesia mempunyai konsep dan dasar pemikiran 
mengenai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Jadi bagaimanapun 
sederhananya suatu masyarakat, mereka akan selalu mempunyai pranata 
dan hukum jaminannya tersendiri. 
Adapun lembaga jaminan yaitu jaminan gadai merupakan salah satu 
dari sekian banyaknya perikatan menurut hukum adat yang mempunyai 
sifat mendasar, bahwasanya perjanjian bentuk apapun dalam hukum adat 
akan selalu bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong 
menolong yang selaras denga perilaku dan kepribadian masyarakat 
Indonesia yang senantiasa mengutamakan kerjasama, gotong royong dan 
kepedulian terhadap sesama. 
Hal inilah yang membedakan gadai dalam hukum adat dengan gadai 
dalam bentuk lainnya, karena selain lembaga gadai dalam hukum adat, 
masyarakat di Indonesia juga mengenal bentuk gadai lainnya, seperti gadai 
menurut hukum perdata yang dikenal dengan sebutan pand, gadai 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian, dan gadai yang terjadi di Pegadaian. Masing-masing jenis 
gadai ini memiliki perbedaan misalnya dari segi objek gadainya. 
Gadai yang terjadi di Pegadaian juga memilki perbedaan tersendiri 
dengan gadai dalam hukum adat, karena gadai yang terjadi di Pegadaian, 
objek gadainya hanya diperuntukkan pada barang bergerak saja, yakni 
barang yang berwujud, dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat 
ke tempat yang lain. Sedangkan dalam lembaga gadai menurut hukum adat, 
objek gadainya tidak hanya barang bergerak saja, tetapi juga dapat berupa 
tanah, rumah, tanah beserta rumah yang ada diatasnya dan barang-barang 
tidak bergerak lainnya. Selain itu gadai yang terjadi di Pegadaian 
31 
 
 
mempunyai suatu peraturan tertulis, baku dan seragam, disertai syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu oleh pihak Pegadaian. 
Banyak para ahli hukum yang memberikan pendapat mengenai 
pengertian gadai menurut hukum adat seperti yang diungkapkan Ter Haar 
51
, gadai adalah suatu perjanjian dimana pemilik tanah menyerahkan 
tanahnya, guna menerima sejumlah uang tunai dengan janji. Bahwa yang 
menyerahkantanah berhak menerima kembali tanahnya setelah membayar 
uang tebusan sebesar nilai uang yang telah diterimanya. 
Menurut Soerjono Soekanto 
52
, gadai atau yang disebut dengan jual 
gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanahkepada pihak lain 
yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak 
yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali 
tanah tersebut. 
Menurut Hilman Hadikusuma 
53
, jual gadai ini mengandung arti 
penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima 
pembayaran tunai, dimana si penjual (pemberi gadai, pemilik tanah) tetap 
berhak menebus kembali tanah tersebut dari pembeli gadai (penerima 
gadai, pemegang gadai, penguasa tanah gadai). 
Menurut S. A. Hakim 
54
, jual gadai adalah penyerahan tanah dengan 
pembayaran sejumlah uang secara kontan, sedemikian rupa sehingga yang 
menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengambil kembali 
tanahitu dengan pembayaran sejumlah uang tersebut. 
Pengertian gadai dijelaskan pula dalam penjelasan umum UU 
Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah hubungan seseorang dengan tanah 
kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang 
tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan 
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yang meminjam uang tadi (“pemegang-gadai”). Selama itu hasil tanah 
seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian 
merupakan bunga dari utang tersebut.
55
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, perjanjian gadai 
merupakan transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak, 
dengan mana pihak yang satu menyerahkan kebendaan untuk dikuasai 
pihak lain dengan menerima pembayaran tunai, akan tetapi si pemilik 
kebendaan tetap mempunyai hak untuk menebusnya kembali di kemudian 
hari. Yang dimaksud dengan kebendaan disini dapat berupa tanah saja, 
rumah saja, tanah beserta rumah yang ada diatasnya, tanah beserta tanaman 
diatasnya, sebagian dari rumah, sebagian dari rumah dan tanah dan 
mungkin masih banyak lagi kebendaan lainnya yang dapat dijadikan 
sebagai objek gadai. 
Perjanjian gadai terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah 
pihak, yakni pihak pemberi gadai (pemilik benda) dengan pihak penerima 
gadai (pemegang gadai), dimana dalam hal ini terdapat perjanjian bahwa 
yang diserahkan bukanlah hak kepemilikan atas benda akan tetapi masih 
adanya kesempatan bagi pemberi gadai (pemilik benda) untuk menebus 
kembali benda yang dimilikinya dengan sejumlah uang yang diserahkannya 
kepada penerima gadai ketika perjanjian terjadi. 
Lembaga gadai tanah adalah salah satu jenis dari lembaga jaminan 
yang terdapat di dalam hukum adat dan ternyata hingga sekarang masih 
banyak dipergunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam rangka 
mencari pinjaman atau kredit. 
Dari praktek Hak Gadai di masyarakat (Hukum Adat), dapat 
disebutkan ciri-cirinya sebagai berikut :
56
 
a. Hak Gadai jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan 
hapus, kalau dilakukan penebusan oleh yang menggadaikan. 
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b. Hak Gadai tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika 
pemegang gadai meninggal dunia, maka hal tersebut beralih kepada 
ahliwarisnya. 
c. Hak Gadai dapat dibebani dengan hak-hak tanah lainnya. Pemegang 
gadai berwenang untuk menyewakan atau menghasilkan tanahnya 
kepada pihak lain. 
d. Hak Gadai dengan persetujuan pemilik tanahnya, dapat “dialihkan” 
kepada pihak ketiga, dalam arti hubungan gadai yang lama menjadi 
putus dan digantikan dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik 
dan pihak nketiga yaitu (“menimbulkan gadai” atau doorverpanden”). 
e. Hak Gadai tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan kepada 
pihak lain. 
f. Selama Hak Gadai berlangsung, atas persetujuan kedua belah pihak 
uang gadainya dapat ditambah (“mendalami gadai”). 
g. Sebagai lembaga, Hak Gadai pada waktunya akan dihapus. 
 
C. Landasan Teori tentang Perlindungan Hukum 
1. Teori Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman   kepada   hak   
asasi   manusia yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut 
diberikan  kepada  masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain  perlindungan  
hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum yang  harus  diberikan oleh  aparat  
penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman, baik  secara  pikiran 
maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari  pihak manapun.
57
 
Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 
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menikmati martabatnya sebagai manusia.
58
 Menurut Philipus M. Hadjon, 
bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu : 
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan 
yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan 
khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 
b. Sarana Perlindungan HukumRepresif 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 
Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk 
kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 
terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep 
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 
kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 
mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan 
adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat 
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utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
59
  
Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil 
dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa 
keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk 
menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat 
yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan 
damai.Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) 
dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan 
(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 
manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :  
1) Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)  
2) Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit) 
3) Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  
4) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).
60
  
Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 
yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 
keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil 
tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para 
perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati 
aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan 
dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan 
kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan 
keadilan hukum.
61
 
Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara 
profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan 
tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan 
hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian 
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hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-
wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena 
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. 
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan 
hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus 
memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum 
dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat 
yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan 
keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan 
kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan 
perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara 
umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, 
kebenaran, dan keadilan. 
Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum 
sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan 
yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-
undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa 
peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada 
sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan 
seperti sediakala. Selanjutnya, apabila pemerintah tetap tidak mau 
mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah 
menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-
undang. Kemungkinan yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan 
rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan 
keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh 
pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak 
memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai 
daya prediktibilitas.
62
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa 
perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap 
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harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia 
di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia 
bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber 
tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat 
dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu 
sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 
Secara umum, perlindungan hukum mengayomi sesuatu dari hal-hal 
yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda 
atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna 
pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih 
lemah. 
Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
warganya agar hak-haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar, dan bagi 
yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang 
berlaku.
63
 
Kaitannya dengan perjanjian kredit ini adalah Nasabah PT. Pegadaian 
(Persero) diperlukan perlindungan hukum, yaitu sebagai akibat dibuatnya 
perjanjian gadai dalam bentuk baku yang mengabaikan kondisi nasabah. 
Melalui bentuk perjanjian baku, pihak PT. Pegadaian (Persero) 
mencantumkan syarat-syarat bagi nasabah. 
Pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Pegadaian (Persero) dalam hal 
terjadi kelalaian dari pihak kreditur, maka untuk menghadapi 
permasalahan tersebut diatas, upaya perlindungan hukum yang dapat 
diberikan kepada nasabah dikelompokan ke dalam dua sifat perlindungan. 
Pertama, perlindungan yang bersifat preventif yaitu bertujuan untuk 
mencegah perselisihan antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah. 
Kedua perlindungan hukum secara represif ditujukan pada upaya 
pemberian perlindungan kepada nasabah, sehubungan dengan 
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kemungkinan terjadinya sengketa di Pengadilan yang timbul dalam 
perjanjian gadai, khususnya karena kerugian nasabah akibat dari perjanjian 
gadai yang dibuat secara baku. 
 
2. Teori Keadilan 
Teori Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya General 
Theory of Law and State, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan 
sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan 
manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan 
kebahagian didalamnya.
64
 
Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat 
positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-
aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap 
pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu. 
Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai 
pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Suatu tatanan yang adil 
adalah yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap 
perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak 
mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-
kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap 
sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan 
sandang, pangan dan papan, tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang 
manakah yang patut diutamakan masih. Hal ini apat dijawab dengan 
menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah 
pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh 
sebab itu bersifat subjektif.
65
 
Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa 
keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda 
atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. 
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Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum 
alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan 
hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang 
lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, 
dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.
66
 
Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang 
menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum 
alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan 
dualisme antara hukum positif dan hukum alam. 
Menurut Hans Kelsen: 
67
 Dualisme antara hukum positif dan 
hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan 
dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. 
Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang 
mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang 
yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapa 
itangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide 
yang tidak tampak. 
Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans 
Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang 
bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui 
pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang 
pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian 
atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan 
yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan 
kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi 
menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.
68
 
Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas 
dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans 
Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan 
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umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu 
peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus 
dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. 
69
 Konsep keadilan 
dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa 
Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat 
dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan 
peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan 
peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang 
dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.
70
 
 
D. PT. Pegadaian (Persero) 
1. Pengertian Pegadaian 
Pegadaian (Pawnshop), adalah salah satu bentuk Lembaga 
Pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan 
rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Lembaga 
Pembiayaan Pegadaian dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.
71
 
Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. 
Sebagai lembaga perkreditan, Pegadaian menyalurkan dana pinjaman 
kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan bunga yang relatif rendah 
dan pelayanan relatif cepat. Agar penyaluran dana pinjaman terjamin dan 
aman, maka diberlakukan sistem gadai, yaitu penyerahan barang bergerak 
sebagai jaminan kepada Pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi 
dari jumlah pinjaman. Pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) 
apabila pinjaman tidak dikembalikan, maka barang jaminan dapat dijual 
lelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai 
sisanya akan dikembalikan kepada Peminjam. 
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2. Visi dan Misi Pegadaian 
Visi: 
Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “champion” dalam pembiayaan mikro 
dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah. 
Misi: 
1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat 
khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi 
keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil 
dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. 
2)  Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan 
tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. 
3)  Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya. 
Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat golongan 
ekonomi lemah agar tidak terjerat oleh dan terhindar dari praktek lintah 
darat dan Pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi karena penyaluran 
dana pinjaman didasarkan pada sistem gadai, maka jaminan barang 
bergerak merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap calon 
Peminjam. Barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan diklasifikasikan 
menurut golongan barang yang ditetapkan oleh Direksi. Dengan adanya 
klasifikasi tersebut, akan lebih mudah mengetahui nilai barang jaminan 
dalam hal menetapkan jumlah pinjaman yang dapat disalurkan kepada 
Peminjam. Untuk menentukan nilai setiap barang jaminan, maka 
Pegadaian menunjuk Penaksir yang memiliki keahlian khusus mengenai 
penilaian barang. Taksiran atas nilai barang jaminan didasarkan atas harga 
pasar setempat yang dapat disesuaikan dari waktu ke waktu. Sejalan 
dengan misi yang telah digariskan, Pegadaian bertujuan untuk membantu 
masyarakat golongan ekonomi lemah mengatasi kesulitan akan dana yang 
dibutuhkan segera. Di samping itu, Pegadaian juga bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah yang 
berpenghasilan rendah dengan mencegah dan menghindari praktek lintah 
darat dan Pegadaian gelap dengan bunga tinggi. Pegadaian juga turut 
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melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah di bidang 
ekonomi dan pembangunan nasional.
72
 
 
3. Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Gadai 
Berbicara masalah perlindungan hukum bagi debitur dalam 
perjanjian gadai, maka informasi perlindungan hukum dalam perjanjian 
gadai harus dilihat pada perjanjian gadai yang ada.  Perjanjian gadai secara 
keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas, yang menyatu dengan 
Surat Bukti Kredit (SBK) yang memuat antara lain:  
1) Nama Kantor Pegadaian;  
2) Nama dan alamat debitur, biasanya ditulis berdasarkan alamat 
dalam KTP; 
3) Nomor telepon dan pekerjaan debitur;  
4) Nama barang jaminan debitur, adalah nama atau jenis barang yang 
digadaikan oleh debitur, nama barang debitur biasanya berisi 
seperti keterangan terhadap benda jaminan, yang 
mengindikasikan bentuk, aksesoris tambahan, kadar emas 
(terhadap benda jaminan emas, untuk benda elektronik berisi 
rincian inci dan merk) dan berat.  
5) Golongan peminjaman; merupakan penggolongan terhadap benda 
jaminan, penggolongan pinjaman mempengaruhi terhadap 
pengenaan bunga atas pinjaman; 
6) Tanggal kredit, tanggal dimulainya hitungan pinjaman;  
7) Tanggal jatuh tempo, adalah tanggal jatuh tempo pembayaran 
pelunasan pinjaman, namun terhadap tanggal jatuh tempo, 
debitur dapat memperpanjang waktu pinjaman kembali, dengan 
syaratmembayar bunga jatuh tempo, kemudian menerangkan 
bahwa akan meneruskan pinjaman; 
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8) Besar uang taksiran pinjaman; yang didasarkan pada taksiran 
harga benda jaminan pada saat diajukan permohonan pinjaman di 
Pegadaian; 
9) Besar uang pinjaman; biasanya besar uang pinjaman lebih kecil 
atau sama dengan besar uang taksiran, besar uang pinjaman 
ditentukan oleh perum pegadaian berdasarkan nilai taksiran 
benda jaminan pada saat permohonan pinjaman gadai. 
10) Perhatian (yang berisi semacam peringatan). 
Surat Bukti Kredit ditandatangani oleh petugas pegadaian dan 
nasabah/debitur. Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda 
Bergerak, isi perjanjian adalah : 
1) Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, 
penetapan besarnya Taksiran Barang Jaminan, Uang Pinjaman, Tarif 
Sewa Modal dan Biaya Administrasi sebagaimana yang dimaksud 
pada Surat Bukti Kredit (SBK) atau Nota Transaksi (struk) dan sebagai 
tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman. 
2) Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik Nasabah 
dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Per dan menjamin 
bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa 
dan/atau sita jaminan. 
3) Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT. Pegadaian (Persero) 
dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan Uang Pinjaman 
ditambah Sewa Modal sebesar Tarif Sewa Modal yang berlaku di PT. 
Pegadaian (Persero), dan biaya proses lelang (jika ada). 
4) PT. Pegadaian (Persero) akan meberikan ganti kerugian apabila barang 
jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) 
mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu 
bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi 
diberikan setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa 
Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT. Pegadaian 
(Persero). 
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5) Nasabah dapat melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, Minta 
Tambah Uang Pinjaman, dan Penundaan Lelang, selama nilai taksiran 
masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal dan 
Biaya Administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan 
nilai Taksiran Barang Jaminan pada saat Ulang Gadai atau Gadai 
Ulang Otomatis, maka Nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman 
atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru. 
6) Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh 
Nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 
sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitpan. Bila telah melebihi sepuluh 
hari dari pelunasan, barnag jaminan tetap belum diambil, maka 
Nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pagadaian (Persero) atau 
sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk). 
7) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan 
Pelunasan, Penundaan Lelang, Ulang Gadai, atau Ulang Gadai 
Otomatis, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan 
barang jaminan melalui lelang. 
8) Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang 
Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea 
Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi Hak Nasabah. Jangka 
waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak 
tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan 
uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang 
kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian social yang 
pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian (Persero). Jika hasil 
penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi 
kewajiban nasabah berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses 
Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka nasabah wajib membayar 
kekurangan tersebut. 
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9) Nasabah dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Gadai, Minta 
Tambah Uang Pinjaman, Mengangsur Uang Pinjaman, Penundaan 
Lelang, Pelunasan dan Menerima Barang Jaminan dan Menerima Uang 
Kelebihan Lelang atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain 
dengan megisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang 
tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP nasabah dan penerima 
kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa. 
10) Nasabah atau Kuasanya dapat melakukan Ulang Gadai, Mengangsur 
Uang Pinjaman, dan Pelunasan di seluruh Cabang/Unit Pegadaian 
Online. 
11) Nasabah atau Kuasanya harus dating ke Kantor Cabang/Unit Penerbit 
Surat Bukti Kredit untuk hal Minta Tambah Uang Pinjaman, 
Pengambilan Barang jaminan dan Pengambilan Uang Kelebihan 
Lelang. 
12) Bilamana Nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban 
terhadap PT. Pegadaian (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan 
kewajiban dibebankan kepada ahli waris Nasabah sesuai dengan 
kententuan waris dalam hukum Republik Indonesia. 
13) Nasabah yang menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis 
membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia. 
14) Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang 
berlaku di PT. Pegadaian (Persero) sepanjang ketentuan yang 
menyangkut Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai. 
15) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara 
musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan 
akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. 
Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai ini 
dapat dilihat pada angka 4 dalam perjanjian gadai. Bagian tersebut 
merupakan perlindungan dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak 
PT. Pegadaian (Persero) karena kelalaian karyawannya, sehingga 
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menyebabkan barang gadai hilang atau rusak, kaitannya ketentuan ini juga 
dapat dilihat dalam Pasal 1157 KUH Perdata. 
 
E. Penelitian yang Relevan 
Penelitian-penelitian yang ada relevansinya dengan peneltian penulis 
yaitu: 
1. Penelitian Hukum yang ditulis oleh R. Adi Purwono Catur N, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2007, dengan judul Tesis 
Perlindungan Hukum Nasabah Kredit Kecil Di Perum Pegadaian. 
Dimana penulisan hukum ini mengkaji tentang perlindungan hukum 
dalam bentuk pemberitahuan lelang kepada nasabah kredit, 
penyimpanan dan perawatan/pemeliharaan barang jaminan dengan 
aman dan baik serta menyelesaikan masalah yang timbul dengan 
musyawarah. 
 Persamaan dengan peneletian ini adalah mengenai perlindungan 
hukum terhadap nasabah di PT. Pegadaian (Persero) yang dulu masih 
dalam bentuk Perum Pegadaian. Perbedaan dengan penelitian ini 
adalah dalam penelitian R. Adi Purwono Catur N membahas tentang 
perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah pegadaian dalam hal 
terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di Kantor Perum Pegadaian 
Cabang Surakarta, sedangkan dalam peneletian ini Penulis membahas 
tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam terjadi kerusakan 
atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero). 
2. Penulisan Hukum yang ditulis oleh Lenny Wulandari, Universitas 
Diponegoro Semarang, Tahun 2007, dengan judul Tesis Pelaksanaan 
Perjanjian Standar Kredit Gadai Di Perum Pegadaian Semarang 
Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan 
Hukum ini mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian kredit gadai yang 
dilakukan dengan proses sederhana dan cepat serta sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan 
memenuhi unsur Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kekuatan 
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mengikatnya perjanjian dan asas itikad baik. Selain itu dalam bentuk 
dan isi serta pelaksanaan perjanjian standar kredit gadai ditinjau dari 
Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah sesuai dengan 
ketentuan pelaksanaan perjanjian baku yang diatur dalam Pasal 18 
UUPK tentang klausula baku dan Pasal 4 UUPK yang mengatur 
mengenai hak-hak konsumen.  
Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum 
terhadap nasabah di PT. Pegadaian (Persero) yang dulu bernama 
Perum Pegadaian. Perbedaan dengan peneletian ini adalah jika dalam 
penelitian Lenny Wulandari mengkaji dengan KUH Perdata yang 
dihubungkan dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, sedangkan penelitian ini mengakaji hanya menggunakan 
KUH Perdata. 
3. Penulisan Hukum yang ditulis oleh Endang Sri Suwarni, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011, dengan judul Tesis 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam 
Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan (Studi Kasus Di 
Perum Pegadaian Cabang Surakarta. Penulisan Hukum ini mengkaji 
tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah pegadaian 
dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di Kantor Perum 
Pegadaian Cabang Surakarta, akibat hukum bila tidak dipenuhi hak-
hak nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai, dan upaya 
hukum yang bisa ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari 
pemegang gadai. 
Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang perlindungan 
hukum terhadap nasabah Pegadaian. Perbedaan dengan penelitian ini 
adalah jika dalam penelitian Endang Sri Suwarni lebih kepada 
perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal terjadi pelelangan 
barang dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Pegadaian 
wanprestasi, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang perlindungan 
48 
 
 
hukum terhadap nasabah dalam hal terjadi penyalahgunaan keadaan, 
kerusakan/kehilangan barang jaminan. 
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E. Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT. Pegadaian (Persero) Nasabah 
Melakukan Perjanjian Kredit dengan 
jaminan gadai yang dituangkan bentuk 
Surat Bukti Kredit (SBK) yang di 
dalamnya termuat perjanjian baku sesuai 
asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 
ayat 1 KUH Perdata) 
Nasabah sepakat menyerahkan barang sebagai 
jaminan dan PT.Pegadaian (Persero) menerima 
barang tersebut kemudian menyimpannya di 
Kantor PT. Pegadaian (Persero) 
Terjadi penyalahgunaan keadaan, 
kerusakan/kehilangan barang jaminan atau 
force majeur 
Teori Perlindungan 
Hukum 
 
Teori Keadilan 
PP No. 51 tahun 2011 tentang PT Pegadaian 
(Persero ) Pasal 2 ayat (1) tentang maksud dan 
tujuan Pegadaian adalah untuk melakukan usaha 
dibidang gadai dan fidusia baik secara konvensional 
maupun syariah dan jasa lainnya di bidang 
keuangan. 
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Catatan:  
Dikeluarkannya PP No. 51 tahun 2011 tentang PT Pegadaian (Persero ) 
Pasal 2 ayat (1) tentang maksud dan tujuan Pegadaian adalah untuk 
melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia baik secara konvensional 
maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan, maka terdapat 
subyek dari perjanjian kredit dengan jaminan gadai yaitu PT. Pegadaian 
(Persero) dan Nasabah. Proses melakukan perjanjian kredit dengan 
jaminan gadai yang dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Kredit 
(SBK) yang di dalamnya termuat perjanjian baku sesuai asas kebebasan 
berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Kemudian Nasabah sepakat 
menyerahkan barang sebagai jaminan dan PT.Pegadaian (Persero) 
menerima barang tersebut kemudian menyimpannya di Kantor PT. 
Pegadaian (Persero). Pada saat penyimpanan barang, barang berada dalam 
kekuasaan PT. Pegadaian (Persero), sehingga apabila terjadi 
penyalahgunaan keadaan, kerusakan/kehilangan barang jaminan atau force 
majeure maka penyelesaian permasalahannya akan menggunakan teori 
keadilan yang seimbang yang memusatkannya pada pasal 1338 (3) dan 
1339 KUH Perdata yang menjelaskan tentang risiko ditanggung oleh 
keduabelah pihak dengan asas itikad baik dan penyelesaian dengan 
menggunanakan asas kepatutan, serta menggunakan teori perlindungan 
hukum terutama terhadap nasabah PT. Pegadaian (Persero) yang terdapat 
dalam pasal 13 (2) ADP (Aturan Dasar Pegadaian) juncto pasal 6 (4) BTP 
(Buku Tata Pekerjaan Pegadaian) yang memuat besar ganti kerugian 
sebesar apa yang telah dirugikan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter 
preskriptif ilmu hukum.
73
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan 
tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang 
objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau 
implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang atau 
kontrak) secara in action/in abstracto pada setiap peristiwa hukum yang 
terjadi dalam kehidupan masyarakat (in concreto).
74
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalis apakah 
hasil penerapan pada peristiwa hukum di kehidupan masyarakat itu telah 
sesuai atau belum dengan ketentuan Undang-undang atau kontrak yang telah 
dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sehingga para pihak yang 
berkepentingan mencapai tujuannnya. Penelitian yuridis empiris dilakukan 
di lapangan dengan metode dan teknik penelitian lapangan yaitu 
mengadakan kunjungan dan berkomunikasi dengan para pihak yang 
berkaitan langsung. Dalam tesis ini penelitian dilaksanakan di PT Pegadaian 
(Persero) Kota Madiun. 
2. Sifat Peneltian 
Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu 
penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang kehidupan 
manusia dan keadaan atau gejala-gejala lainnya
75
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Penelitian deskriptif digunakan untuk dapat menghasilkan gambaran 
tentang masalah hukum yang kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan 
jawaban dalam penyelesaian masalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan 
dari penelitian hukum yang bersangkutan.  
3. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan 
kualitatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad
76
 pendekatan 
kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 
atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 
sebagai suatu yang utuh. 
Oleh karena itu, penulis harus dapat menentukan data mana atau 
bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, atau bahan hukum 
mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi 
penelitian, sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang 
dipentingkan adalah kualitas data, artinya penulis melakukan analisis 
terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang sesuai dengan topik 
bahasan saja. 
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam penelitian hukum ini diadakan di Kantor 
PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun, karena perjanjian kredit dengan 
jaminan gadai bukan bank dilakukan di kantor tersebut. 
5. Data dan Sumber Data 
Data dan sumber data dalam penelitian hukum empiris dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 
1) Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari penelitian yang 
dilakukan langsung di dalam masyarakat.
77
 Penelitian ini dilakukan 
dengan cara melakukan wawancara dengan nara sumber/informan yang 
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ada pada lokasi penelitian yaitu PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun. 
Informan, adalah orang atau individu yang memberikan informasi data 
yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. Informan 
diperlukan di dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara 
kualitatif.
78
 
2) Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library 
Research) dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:
79
 
a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari : 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945  
(2)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
(3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara;  
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang PT. 
Pegadaian (Persero); 
b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-
buku,  makalah, dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan 
dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. 
c) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedi.
80
  
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan studi lapangan yaitu 
suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mendatangi langsung ke 
lapangan untuk melakukan wawancara (interview). Wawancara adalah 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan dan 
penjelasan-penjelasan sambil menilai jawaban-jawabannya, sekaligus 
mengingat dan mencatat jawaban-jawabannya.
81
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Jenis wawancara (interview) ada tiga, yaitu
82
: 
1) Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, 
tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. 
2) Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh 
pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan 
terperinci. 
3) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview beas dan 
interview terpimpin. 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer ini dilakukan 
dengan interview bebas terpimpin terhadap Pegawai PT. Pegadaian 
(Persero) Kota Madiun, khususnya bagian pemberian kredit Marketting 
PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun 
b. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi 
kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh 
data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan 
pemahaman terhadap bahan-bahan yang berupa peraturan, konvensi serta 
buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan diatas, 
hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara 
sistematis sebagai intisari hasil pengkajian studi dokumen. 
7. Teknik Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari tempat penelitian 
dianalis melalui tahap analisis data. Data yang telah terkumpul diolah 
dengan memilih topik mana yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian 
dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembahasan 
penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
menggunakan analisis data kualitatif karena data yang diperoleh bukan 
angka atau yang akan diangkakan secara statistik. Menurut Soerjono 
Soekanto
83
, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang 
menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
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respoden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti 
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 
Teknis analisis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh  data-
data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data tersebut 
akan dianalis dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dan 
kesimpulan dari masalah yang timbul dalam penelitian ini nantinya.  
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BAB IV 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL 
TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN 
DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KOTA MADIUN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam Hal Terjadi 
Kerusakan atau Kehilangan Barang yang Dijaminkan dalam Perjanjian 
Kredit dengan Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun 
Hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Pegadaian (Persero) 
Kota Madiun dengan mewawancarai salah satu pegawai kantor tersebut 
menghasilkan pengetahuan baru tentang proses pelaksanaan kredit dengan 
jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero). Banyak orang yang datang ke 
Pegadaian (Persero) Kota Madiun untuk melakukan pinjaman guna 
memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
Pegadaian merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah yang 
memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Slogan mereka yang berbunyi 
“menyelesaikan masalah tanpa masalah” mengandung maksud kurang 
lebih yaitu, seseorang bisa mendapatkan pinjaman secara cepat untuk 
menutupi kebutuhan keuangan, dan besarnya pinjaman yang diterima 
tergantung nilai taksir dari jaminan. 
Pinjaman yang didapatkan tersebut, timbullah hubungan hutang-
piutang antara para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Pegadaian 
merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan 
pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang 
mudah, aman dan cepat. Pegadaian adalah BUMN di Indonesia yang usaha 
intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada mayarakat 
atas dasar hukum gadai.
84
 Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat 
kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan dan melindungi 
masyarakat dari pinjaman tidak wajar. Pegadaian merupakan badan usaha 
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milik negara yang didirikan bertujuan untuk membantu masyarakat 
khususnya menengah ke bawah dalam bidang usaha gadai agar terhindar 
dari tengkulak ataupun semacamnya yang menerapkan sistem bunga tinggi 
dan tidak jelas. 
Ketika ingin meminjam uang di Pegadaian ada beberapa syarat dan 
tahapan yang harus dilalui. Nasabah bisa langsung datang langsung ke 
Pegadaian dengan membawa barang yang dijadikan jaminan. Barang 
jaminan tersebut akan diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditentukan 
harganya. Setelah ditaksir, kasir akan memberikan pinjaman sebesar nilai 
taksir jaminan, tanpa ada potongan biaya kecuali potongan premi asuransi. 
Pada dasarnya, prosedur dalam peminjaman dan pelunasan kredit 
gadai sangat praktis karena tidak memerlukan birokrasi yang panjang, 
karena di dalam peminjaman dan pengembalian kredit tidak melibatkan 
instansi yang lainnya. Peminjaman kredit dengan konstruksi gadai ini 
hanya melibatkan lembaga Pegadaian semata-mata.
85
 
Pegadaian semakin diminati masyarakatnya karena keberadaanya 
memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pendanaan 
secara cepat dan mudah. Bisnis utama Pegadaian adalah KCA (Kredit 
Cepat Aman). Inilah prosedur yang diterapkan Pegadaian mulai dari tahap 
pengajuan pinjaman pencairan sampai pelunasan. Kalau sudah jatuh tempo 
tapi belum dapat dilunasi maka Pegadaian memberi kesempatan kepada si 
nasabah untuk memperpanjang pinjamannya. Demikian seterusnya 
Pegadaian memberikan kemudahan kepada para nasabah dalam menebus 
barang atau memperpanjang jangka waktu gadai. Untuk menjaga agar 
tidak sampai dilelang, Pegadaian selalu mengingatkan kepada si nasabah 
baik melalui surat maupun telepon agar segera membayar sebelum jatuh 
tempo. Apabila nasabah bersangkutan tetap tidak melakukan kewajiban 
pembayaran, maka barang gadainya terpaksa dilelang.
86
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Sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No.51 tahun 2011 tentang 
perubahan bentuk badan hukum PERUM menjadi PERSERO pasal 2 ayat 
(2) ditentukan bahwa Pegadaian melaksanakan kegiatan utama berupa:
87
 
1. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai 
efek; 
2. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia 
3. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan 
perdagangan logam mulia serta batu adil. 
PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun menawarkan berbagai 
macam jenis pinjaman demi kemudahan bagi masyarakat yang ingin 
melakukan pinjaman kredit uang di PT. Pegadaian (Persero). Jenis-jenis 
pinjaman tersebut yaitu:
88
 
1. Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman) 
Produk KCA ini merupakan system gadai yang diperuntukkan ke 
semua nasabah baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif, 
KCA adalah solusi terpercaya bagi yang ingin mendapatkan pinjaman 
dengan cara mudah, aman serta cepat. Untuk produk ini nasabah 
diharuskan untuk membawa agunan berupa barang berharga seperti 
perhiasan dan lain sebagainya. 
2. Produk KRASIA (Kredit dengan Sistem Gadai) 
Produk KRASIDA ini diperuntkkan bagi pelaku UMKM (Usaha 
Mikro Kecil Menengah) untuk tujuan pengembangan usaha, dengan 
menggunakan produk ini nasabah akan mendapatkan pinjaman berupa 
uang tunai dengan sisitem gadai namun pembayaran dengan system 
kredit. 
3. Produk KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) 
Produk ini merupakan produk dengan sistem kredit yang ditujukan 
untuk pelaku UMKM, hamper sama dengan Produk KRASIDA hanya 
terdapat perbedaan di agunan/jaminan, jenis usaha serta jangka 
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waktunya saja, untuk Produk KREASI hanya dengan BPKB (Buku 
Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan, nasabah sudah bisa 
mengajukan pinjaman ke pihak Pegadaian, sedangkan jenis usaha 
yang masuk dalam produk KREASI yaitu usaha yang telah bergerak 
minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan dari 
kecamatan setempat. Unggulnya lagi di produk ini jangka waktu sewa 
lebih lama dibandingkan KRASIDA, yaitu 12, 18, 24, hingga 36 
bulan serta dapat dilunasi kapan saja.  
4. Produk KRISTA (Kredit Angsuran Rumah Tangga) 
Produk ini diberikan kepada wanita yang sedang berwirausaha 
dimana tergabung dalam kelompok pengembangan usaha dengan 
sistem tanggung renteng, produk ini bisa dibilang solusi paling 
terpercaya bagi kaum perempuan untuk mendapatkan modal usaha 
yang mudah dan cepat. 
5. Produk KREMADA (Kredit Perumahan Rakyat) 
Produk ini dapat digunakan untuk mewujudkan rumah idaman berupa 
pinjaman dari Pegadaian, dengan produk KREMADA dapat 
melakukan renovasi ataupun melakukan pembangunan rumah baru 
dengan cukup mudah, produk ini ditujukan bagi yang berpenghasilan 
rendah (kurang dari 2 (dua) juta per bulan). Nasabah tergabung dalam 
satu kelompok usaha. 
6. Produk KAGUM (Kredit Aneka Guna untuk Umum) 
Kredit angsuran sistem Fidusia dimana diperuntukkan bagi 
pegawai/karyawan suatu instansi yang sudah mempunyai penghasilan 
tetap. Layanan KAGUM ini dapat diperoleh bagi perusahaan/instansi 
yang sudah terjalin kerjasama dengan Pegadaian. Sementara dananya 
dapat untuk membiayai seluruh kegunaan ekonomi tanpa syarat 
penggunaan. 
7. Produk KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) 
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Produk ini dikhususkan bagi para petani, atau bisa dibilang talangan 
dana dahulu sebelum musim panen tiba. Tentu jaminannya adalah 
gabah kering giling milik petani tersebut. 
8. Produk MULIA 
Produk ini merupakan produk investasi emas. 
 
Usaha yang paling menonjol yang dilakukan Pegadaian adalah 
KCA ( Kredit Cepat Aman ) atau yang biasa disebut dengan gadai. Dalam 
hal ini permasalahan yang dibahas adalah terbatas pada produk gadai. 
Berdasarkan informasi yang didapatkan aktivitas gadai di PT. 
Pegadaian (Persero) Kota Madiun nyaris tak pernah sepi, apalagi 
menjelang Hari Raya Idul Fitri atau pun hari-hari besar lainnya.  Bahkan 
Pegadaian juga didatangi orang tua saat ajaran baru karena saat itu mereka 
butuh dana untuk sekolah anak. Contohnya pada momentum lebaran, PT 
Pegadaian diserbu peminjam, yang jumlahnya bisa meningkat banyak 
dibanding hari normal lantaran kebutuhan dana masyarakat cenderung 
bertambah untuk merayakan Lebaran. 
Prinsip atas jaminan gadai yakni saat pemberi gadai menyerahkan 
barang gadai kepada pihak Pegadaian, maka kekuasaan atas benda gadai 
tersebut beralih kepada pihak Pegadaian yang selanjutnya disebut pihak 
pemegang gadai. Penguasaan terhadap benda gadai tersebut berlangsung 
sampai debitur atau nasabah melunasi hutangnya. Akan tetapi, hak 
menguasai barang itu tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau 
memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan.
89
 
Objek yang biasa digadaikan pada dasarnya hampir semua barang 
bisa menjadi objek gadai, misalnya saja motor, mobil, barang elekronik 
dan lain-lain. Biasanya Pegadaian  kebanyakan menerima objek gadai 
berupa emas dan barang berharga seperti perhiasan. Jenis objek gadai yang 
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terakhir itu memang lebih kecil dari segi bentuk, namun punya nilai gadai 
yang cukup tinggi. 
Ketentuan mengenai pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian 
(Persero) Kota Madiun akan diuraikan yaitu dengan cara pihak pegadaian 
selaku debitur dapat langsung memberikan pelayanan kredit gadai bagi 
nasabah dengan syarat permintaan kredit sebagai berikut:
90
 
1. Syarat-syarat pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian sebagai 
berikut: 
a. Menyerahkan foto copy KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) 
yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya 
b. Menyerahkan barang jaminan 
c. Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatanganinya 
d. Memilih jangka waktu kredit yang dikehendakinya 
e. Menandatangani perjanjian pinjaman pada Surat Bukti Kredit (SBK) 
f. Membayar Biaya Administrasi (BA) 
g. Khusus untuk barang jaminan kendaraan bermoto dilengkapi dengan 
persyaratan lainnya yang diatur dalam SE tersendiri. 
2. Persyaratan Barang Jaminan  
a. Barang yang dapat diterima sebagai jaminan Barang Jaminan (BJ) 
yang dapat diterima adalah semua barang bergerak antara lain : 
1) Barang perhiasan (logam dan permata), seperti: 
a) Emas; 
b) Berlian.  
2) Kendaraan, seperti: 
a) Mobil; 
b) Sepeda motor; 
c) Sepeda.  
3) Barang Rumahtangga, seperti: 
a) Perabotan rumah tangga dan Gerabah; 
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b) Elektronika. 
 4) Mesin:  
a) Traktor;  
b) Pompa air; 
c) Generator; 
d) Chainsaw (mesin gergaji) 
b. Barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan  
1) Barang-barang milik Pemerintah, seperti: 
a) Senjata api, senjata tajam; 
b) Pakaian Dinas; 
c) Perlengkapan TNI, POLRI dan pemerintah. 
 2) Barang-barang yang mudah busuk, seperti: 
 a) Makanan dan minuman; 
b) Obat-obatan. 
 3) Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: 
a) Korek api; 
b) Mercon (petasan/mesiu); 
c) Bensin; 
d) Minyak tanah; 
e) Tabung berisi gas. 
 4) Barang yang dilarang peredarannya, seperti: a) Ganja, 
opium, madat, heroin, senjata api dan sejenisnya. 
5) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan 
taksirannya,seperti: 
a) Lukisan; 
b) Buku; 
c) Barang purbakala; 
d) Historis. 
 6) Barang-barang lainnya, seperti: 
a) Pakaian jadi; 
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b) Barang yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak 
umum misalnya: alat-alat kedokteran, alat-alat 
perlengkapan wartel, alat-alat perlengkapan pesta / 
pengantin; 
c) Ternak/binatang. 
Kebanyakan orang yang membutuhkan dana datang ke Pegadaian 
dan menyerahkan barang yang akan digadaikan. Selanjutnya, petugas 
Pegadaian akan menaksir harga barang yang digadaikan dengan 
memberikan pinjaman uang dengan jangka waktu maksimal empat bulan. 
Karena Pegadaian seperti halnya bank, yang merupakan lembaga 
keuangan maka Pegadaian ini juga menggenakan biaya jasa untuk jumlah 
nominal yang dipinjamkan dan untuk mendapatkan kembali barang yang 
digadaikan, nasabah harus menebusnya. 
Sistem dalam gadai barang, jika barang sudah ditaksir maka 
nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang disesuaikan berdasarkan 
golongan. Semakin besar dana pinjaman akan mempengaruhi biaya 
administrasi. Berikut rinciannya: 
- Golongan A dengan pinjaman Rp50.000 - Rp500.000, dikenakan 
biaya administrasi Rp2.000 
- Golongan B1 dengan pinjaman Rp500.001 - Rp1.000.000 , 
dikenakan biaya administrasi Rp8.000 
- Golongan B2 dengan pinjaman Rp1.000.001 - Rp2.500.000, 
dikenakan biaya administrasi Rp15.000 
- Golongan B3 dengan pinjaman Rp2.500.001 - Rp5.000.000, 
dikenakan biaya administrasi Rp25.000 
- Golongan C1 dengan pinjaman Rp5.000.001 - Rp10.000.000, 
dikenakan biaya administrasi Rp40.000 
- Golongan C2 dengan pinjaman Rp10.000.001 - Rp15.000.000, 
dikenakan biaya administrasi Rp60.000 
- Golongan C3 dengan pinjaman Rp15.000.001 - Rp20.000.000, 
dikenakan biaya administrasi Rp80.000 
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- Golongan D dengan pinjaman Rp20.000.001 – Rp1.000.000.000, 
dikenakan biaya administrasi Rp100.000 
Alur proses transaksi oleh nasabah adalah sebagai berikut : 
1.  Nasabah datang kemudian dilayani oleh petugas. 
2.  Petugas mengecek apakah nasabah telah terdaftar sebagai 
member atau tidak, jika telah terdaftar maka nasabah dapat 
melakukan transaksi menggadaikan barang. Jika belum 
terdaftar maka petugas akan menginformasikan kepada nasabah 
untuk mendaftar sebagai member pegadaian terlebih dahulu. 
3.  Untuk satu transaksi pinjaman uang, nasabah memberikan satu 
atau lebih barang sebagai jaminan. 
4.  Barang yang dijaminkan dicatat jenis, merk, tipe, tanggal 
pembelian, tanggal tebus, keterangan mengenai barang 
tersebut. 
5.  Kemudian proses selanjutnya yaitu menaksir harga barang yang 
dijaminkan. Pegadaian mempunyai data mengenai harga barang 
berdasarkan jenis, merek dan tipe barangnya untuk 
memudahkan dalam penaksiran barang. Hanya barang-barang 
yang ada dalam daftar ini yang dapat diterima sebagai barang 
jaminan / digadaikan. Petugas memasukkan data-data barang 
yang digadaikan, kemudian sistem memproses perhitungan 
harrga taksiran barang tersebut. 
6.  Setelah penaksiran harga barang jaminan selesai, maka petugas 
yang melayani transaksi pinjaman baru bisa menentukan berapa 
pinjaman yang bisa diberikan. Besar pinjaman yang harus 
dikembalikan oleh nasabah adalah sebesar pinjaman ditambah 
bunga sesuai ketentuan dari pegadaian. 
7.  Pegadaian menawarkan berbagai  paket-paket produk jasa yang 
dimiliki oleh pegadaian sehingga nasabah dapat menetukan 
pilihannya sesuai dengan kebutuhannya. 
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Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar 
kertas, yang menyatu dengan Surat Bukti Kredit (SBK) yang memuat 
antara lain:  
1) Nama Kantor Pegadaian;  
2) Nama dan alamat debitur, biasanya ditulis berdasarkan alamat 
dalam KTP; 
3) Nomor telepon dan pekerjaan debitur;  
4) Nama barang jaminan debitur, adalah nama atau jenis barang yang 
digadaikan oleh debitur, nama barang debitur biasanya berisi 
seperti keterangan terhadap benda jaminan, yang 
mengindikasikan bentuk, aksesoris tambahan, kadar emas 
(terhadap benda jaminan emas, untuk benda elektronik berisi 
rincian inci dan merk) dan berat.  
5) Golongan peminjaman; merupakan penggolongan terhadap benda 
jaminan, penggolongan pinjaman mempengaruhi terhadap 
pengenaan bunga atas pinjaman; 
6) Tanggal kredit, tanggal dimulainya hitungan pinjaman;  
7) Tanggal jatuh tempo, adalah tanggal jatuh tempo pembayaran 
pelunasan pinjaman, namun terhadap tanggal jatuh tempo, 
debitur dapat memperpanjang waktu pinjaman kembali, dengan 
syaratmembayar bunga jatuh tempo, kemudian menerangkan 
bahwa akan meneruskan pinjaman; 
8) Besar uang taksiran pinjaman; yang didasarkan pada taksiran 
harga benda jaminan pada saat diajukan permohonan pinjaman di 
Pegadaian; 
9) Besar uang pinjaman; biasanya besar uang pinjaman lebih kecil 
atau sama dengan besar uang taksiran, besar uang pinjaman 
ditentukan oleh perum pegadaian berdasarkan nilai taksiran 
benda jaminan pada saat permohonan pinjaman gadai. 
10) Perhatian (yang berisi semacam peringatan). 
66 
 
 
Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut 
adalah milik nasabah atau pemberi gadai yang telah dijaminkan pada 
pemegang gadai PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun. Demi dapat 
terhindar adanya risiko kerugian, maka PT. Pegadaian (Persero) 
hendaknya menjaga keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan 
yang akan diserahkan kembali kepada nasabah atau pemberi gadai yang 
telah melunasi hutangnya, baru PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun 
terlepas tanggung jawab terhadap barang jaminan. Setelah barang gadai 
dikeluarkan dari gudang, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut 
berkurang nilainya dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh 
kesalahannya, kelalaiannya, maka pihak penerima gadai wajib 
memberikan ganti kerugian kepada pemberi gadai. 
Penulis dalam penelitian ini telah mengadakan wawancara dengan 
salah satu pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui dan menganalis 
jawaban yang diberikan mengenai tanggung jawab PT. Pegadaian 
(Persero) dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang 
dijaminkan dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. 
Pegadaian (Persero). Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang apakah 
pernah terjadi hal yang mengakibatkan PT. Pegadaian (Persero) Kota 
Madiun melakukan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan barang yang 
dititipkan oleh nasabah. Pegawai tersebut tersebut mengatakan bahwa, 
pernah terjadi, namun nilai ganti kerugiannya sangat kecil. Tentu saja 
nasabah akan masih merasa dirugikan dan untuk mengurangi rasa 
kekecewaannya pihak PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun  memberikan 
ganti rugi dengan membelikan barang baru yang sama dengan barang yang 
dititipkan oleh nasabah pada waktu itu. Hal tersebut dilakukan agar tidak 
timbul permasalahan lagi.
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Selain itu juga pernah terjadi kerusakan barang milik nasabah 
namun komplain dari nasabah tidak langsung dilakukan. Hal tersebut 
terjadi karena pada saat pengambilan barang setelah pelunasan, barang 
tersebut tidak dicek ulang oleh nasabah, tapi langsung dibawanya pulang. 
Setelah di rumah ternyata barang tersebut mengalami kerusakan dan 
keesokan harinya nasabah datang kembali ke PT. Pegadaian (Persero) 
Kota Madiun untuk mengajukan komplain. Komplain tidak dapat dilayani 
pegawai karena menurut aturan Pegadaian barang yang sudah dibawa 
meninggalkan loket tidak dapat diajukan komplain, melainkan seharusnya 
barang tersebut diajukan komplain sebelum meninggalkan loket. 
Masalah di atas tentu saja menimbulkan kekecewaan bagi nasabah 
karena tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak Pegadaian. Namun tidak 
dapat dipungkiri kesalahan tersebut juga kesalahan dari pihak nasabah 
yang tidak mengecek barangnya terlebih dahulu sebelum meninggalkan 
loket pengambilan barang. Sehingga mau tidak mau nasabah harus 
mengalami kerugiannya. 
Kasus lain yang pernah terjadi yaitu hilangnya Surat Bukti Kredit 
(SBK) milik nasabah, namun kesalahan tersebut tentu saja kesalahan dari 
pihak nasabah. Penyelesaian dari kasus seperti ini PT. Pegadaian (Persero) 
Kota Madiun menyarankan agar nasabah membuat Surat Kehilangan di 
Kantor Kepolisian guna menunjukkan bahwa SBK yang benar miliknya 
telah hilang. Setelah itu baru proses pembayaran atau pelunasan barang 
jaminan akan bisa diproses oleh Pegadaian. 
Setelah melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Kota 
Madiun mengenai rusaknya barang jaminan gadai dan hilangya SBK di 
PT. Pegadaian, selanjutnya PT. Pegadaian Madiun menyatakan bahwa 
mengenai kehilang barang jaminan sampai saat ini belum pernah terjadi 
kehilangan barang jaminan gadai. Hal ini dikarenakan PT. Pegadaian telah 
menyediakan beberapa ruangan khusus atau gudang khusus untuk 
menyimpan barang-barang jaminan tersebut selama berada di bawah 
penguasaan PT. Pegadaian. Penyimpanan barang juga disesuaikan dengan 
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jenis barang jaminannya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, 
PT. Pegadaian harus memeriksa terlebih dahulu barang-barang yang akan 
dijadikan jaminan. Hasil pemeriksaan terhadap keadaan dan kondisi 
barang jaminan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Permintaan 
Kredit dengan disaksikan oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, 
untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi 
nasabah maupun bagi PT. Pegadaian, seperti terjadinya kehilangan atau 
kecurian, kebakaran, kebanjiran atau sebab-sebab lain yang terletak pada 
batas kewenangan menjaga dari Pejabat Pegadaian atau yang disebabkan 
oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka PT. Pegadaian telah 
mengasuransikan seluruh barang jaminan yang ada pada PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (PT. Jasindo). Premi asuransi dibayar oleh perusahaan dan tidak 
dibebankan kepada nasabah. Nasabah hanya dibebani dengan biaya 
administrasi yang besarnya disesuaikan dengan jumlah pinjaman.
92
 
Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan, 
maka pihak dari PT. Pegadaian akan bertanggung jawab dengan 
memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang barangnya hilang atau 
rusak sesuai dengan jumlah barangnya. Besarnya ganti rugi sesuai dengan 
aturan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun, penerima 
gadai akan mengganti sebesar 125% dari taksiran harga barang jaminan 
yang dilakukan oleh penerima gadai kepada si pemberi gadai jika terjadi 
kehilangan, sedangkan apabila terjadi kerusakan maka pihak penerima 
gadai biasanya akan menanyakan kepada pemeberi gadai, apakah barang 
jaminan ingin diganti dengan barang baru, atau hanya pada bagian yang 
rusak saja (berupa uang), apabila dengan barang baru penerima gadai akan 
tetap memberi ganti rugi sebesar 125% dari harga taksiran barang jaminan, 
dengan catatan barang jaminan sebelumnya menjadi milik penerima gadai, 
tetapi jika pemberi gadai hanya meminta ganti rugi pada bagian yang rusak 
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saja, maka penerima gadai akan menyesuaikan dengan harga pasaran yang 
berlaku saat/hari itu, kemudian di taksir oleh penaksir. 
Untuk mendapatkan nilai taksiran yang wajar maka dilakukan 
penaksiran secara berganda, yaitu oleh penaksir di depan loket, dan 
dilanjutkan penaksiran oleh Manajer cabang. Kemudian supaya barang 
yang digadaikan dapat dijual bilamana nasabah tidak dapat melunasi 
pinjamannya, maka PT. Pegadaian menentukan standar taksiran tertinggi 
yang dapat ditetapkan oleh kantor Cabang pegadaian.  
Namun tidak menutup kemungkinan barang yang digadaikan 
mendapat nilai taksiran yang lebih tinggi dari standar atau pedoman yang 
telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi jika pada saat barang diserahkan 
untuk digadaikan masih dalam keadaan baru. Penaksiran barang baru yang 
digadaikan ini tidak didasarkan pada standar yang telah ditetapkan, tetapi 
diserahkan pada pertimbangan dan tanggung jawab Manajer Cabang 
sebagai pemutus kredit. 
Penelitian selanjutnya yang penulis ajukan yaitu tentang dasar 
hukum apa yang mengatur mengenai ganti rugi dalam perjanjian kredit 
gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun. Pegawai PT.Pegadaian 
(Persero) Kota Madiun mengatakan bahwa, di lingkungan PT. Pegadaian 
(Persero)  terkait dengan risiko ini diatur dalam Aturan Dasar Pegadaian 
(Stb. 81 Tahun 1928) dan Buku Tata Pekerjaan Pegadaian (Keputusan 
Kepala Perusahaan Jawatan pegadaian No.Pr.2/4/45/1981) dan yang 
sekarang juga sudah ada tambahan Surat Keputusan dari Pusat. 
Menurut Pasal  13 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian, menyatakan 
bahwa PT. Pegadaian (Persero) menanggung risiko segala kerusakan pada 
barang-barang gadai yang terjadi karena kebakaran atau karena sebab lain 
yang dapat diduga menjadi penyebab kerusakan atau kehilangannya, tetapi 
jikalau barang turun harganya sebab tidak dirawat tiap hari maka si 
pemberi gadai tidak ada hak untuk minta ganti rugi. 
Penjelasan selanjutnya dalam Buku Tata kerja PT. Pegadaian 
(Persero)  yaitu  diatur dalam Pasal  6, yang mengatur mengenai 
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pemberian ganti kerugian dari pihak pemegang gadai kepada pemberi 
gadai atau nasabah. Apabila barang yang menjadi obyek jaminan gadai 
tersebut sebagian rusak atau rusak disebabkan oleh terbakar, basah, 
dimakan rayap atau sebab-sebab yang lain yang tidak dapat dicegah oleh 
PT. Pegadaian (Persero) seperti kehilangan karena pencurian atau sebab 
kekeliruan dari penggelapan oleh pegawai PT. Pegadaian (Persero). 
 
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Jika Terjadi 
Wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun. 
Pada umumnya yang melakukan wanprestasi adalah pihak debitur 
atau nasabah dari PT. Pegadaian (Persero), sedangkan wanprestasi yang 
dilakukan oleh kreditur atau pihak PT. Pegadaian (Persero) sangat kecil 
kemungkinannya. Walaupun PT. Pegadaian (Persero) kecil kemungkinan 
melakukan wanprestasi, bukan berarti PT. Pegadaian (Persero) tidak 
pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari 
kelalaian dari pegawai yang bekerja di PT. Pegadaian (Persero). Pihak dari 
PT. Pegadaian (Persero) apabila dalam hal ini selaku kreditur melakukan 
wanprestasi maka PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti rugi 
kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak merasa dirugikan. 
Beberapa waktu yang lalu di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun 
pernah melakukan wanprestasi walaupun secara tidak sengaja. Hal yang 
terjadi adalah barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah mengalami 
kerusakan karena kurang perawatan dalam penyimpanan. Setelah 
melakukan negosiasi antara pihak nasabah dan pihak PT. Pegadaian 
(Persero) Kota Madiun akhirnya terjadi kesepakatan bahwa dari PT. 
Pegadaian (Persero) Kota Madiun melakukan ganti rugi dengan 
membelikan barang baru serupa dengan barang yang dititipkannya pada 
awal penyerahan. Hal tersebut langsung saja dilakukan agar tidak 
menimbulkan permasalahan baru antara kedua belah pihak. 
Sejauh ini upaya hukum yang telah dilakukan nasabah dalam hal 
kerusakan barang atau kehilangan barang yang dijaminkan di PT. 
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Pegadaian (Persero) Kota Madiun hanya sebatas musyawarah untuk 
mencapai mufakat saja. Musyawarah yang dilakukan dengan negosiasi 
demi tercapainya kesepatan nilai besarnya ganti rugi yang akan didapat 
atau diperoleh dari pihak nasabah. Pada PT. Pegadaian (Persero) Kota 
Madiun belum pernah terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga 
nasabah harus sampai menyelesaikan permasalahan itu ke Pengadilan.  
 
B. Pembahasan 
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam Hal Terjadi 
Kerusakan atau Kehilangan Barang yang Dijaminkan dalam Perjanjian 
Kredit dengan Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) 
Perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) menggunakan 
syarat-syarat baku sebagai dasar perjanjian dalam pemberian dana kepada 
nasabah. Dari sisi hukum perjanjian, syarat-syarat baku yang dibuat PT. 
Pegadaian (Persero) merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah jika 
pihak kreditur dan debitur menjadikan kesepakatan sebagai instrumen 
hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. 
Anggapan tersebut sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yang 
mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Pengertian sepakat 
dikatakan bahwa para pihak tidak di bawah tekanan (tekanan psikologis 
dan tekanan ekonomi) yang mengakibatkan cacat hukum. Kesepakatan 
yang biasa dilahirkan adalah kesepakatan di bawah tekanan salah satu 
pihak (biasanya debitur) yang merupakan perwujudan penggunaan syarat-
syarat baku. Dengan syarat-syarat baku dikehendaki tercapainya tujuan 
hukum yaitu keadilan dan perlindungan para pihak dalam perjanjian. Oleh 
karena itu, untuk mengetahui apakah syarat-syarat baku yang dibuat PT. 
Pegadaian (Persero) dalam perjanjian gadai dengan nasabah yang memuat 
isi perjanjian tentang kesepakatan yang dikehendaki telah disetujui 
(overeenstemende).
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Tujuan utama yang ingin dicapai para pihak dalam kesepakatan 
dalam hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam 
pelaksanaan perjanjian. Instrumen hukum perjanjian yang lahir karena 
kesepakatan, merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dapat menjadi 
tumpuan para pihak dalam mencapai tujuan dan kepentingan masing-
masing. 
Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, 
sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian 
pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta 
di bawah tangan dan akta otentik. Di dalam prakteknya, perjanjian gadai 
ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh 
pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah 
ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) secara sepihak. Persyaratan yang 
tercantum dalam Surat Bukti Kredit telah distandarisasi oleh PT. 
Pegadaian (Persero). Pemberi gadai tinggal menyetujui atau tidak 
menyetujui persyaratan tersebut. Pemberi gadai dapat menandatangani 
syarat tersebut apabila menyetujuinya, atau tidak akan menandatangani 
syarat tersebut yang menyebabkan perjanjian gadai itu tidak ada. 
Telah diketahui bahwa dalam perjanjian kredit aspek yang 
menentukan adalah dilakukannya penandatangan perjanjian kredit. 
Penandatanganan perjanjian kredit dari aspek hukum perjanjian 
menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Esensi kehendak yang 
terwujud dalam bentuk panandatanganan kredit para pihak dalam 
perjanjian sebagai bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan 
semua isi perjanjian dengan segala risiko dan konsekuensinya. 
Terwujudnya kesepakatan diketahui dari terbitnya bukti tertulis 
(dalam hal ini Surat Bukti Kredit selanjutnya disebut SBK). Disepakatinya 
surat perjanjian dalam bentuk tertulis, diartikan sebagai suatu wujud 
kesepakatan yang sesuai dengan acuan teoritis tentang persesuaian 
kehendak. Penandatangan berarti sama dengan penerimaan atau 
“acceptatie”. Konsekuensinya adalah pihak yang menandatangani telah 
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menyetujui semua isi perjanjian. Hal tersebut juga dapat dirujuk pada pasal 
1233 KUH Perdata yaitu Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena 
persetujuan, baik karena undang-undang. Selain itu kekuatan hukum 
persetujuan adalah ditunjukkan adanya indikator seseorang mengikatkan 
diri kepada orang lain, sesuai Pasal 1313 KUH Perdata: Suatu perjanjian 
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Penandatanganan suatu perjanjian merupakan salah satu bentuk 
yang utuh dari suatu perjanjian. Terbentuknya suatu perjanjian sebagai 
suatu kesepakatan, secara teoritik masih perlu diuji dari syarat-syarat 
perjanjian menjadi parameter umum bagi semua bentuk perjanjian yang 
diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut 
merupakan pasal yang mencantumkan beberapa syarat yang harus 
dipenuhi agar suatu perjanjian (terutama perjanjian yang terbentuk karena 
kesepakatan) dinyatakan sah. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah : 
 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. suatu hal tertentu; 
4. suatu sebab yang halal. 
Jika dianalisis, aspek ini ada kaitannya dengan objek perjanjian 
gadai, maka unsur utama yang menjadi unit analisis yang sekaligus 
menjadi isu hukum adalah unsur kesepakatan pihak nasabah dengan PT. 
Pegadaian (Persero). Unsur tersebut sangat relevan dianalisis untuk 
menemukan apakah kesepakatan yang diberikan nasabah dengan 
menggunakan syarat baku memenuhi unsur kesepakatan sesuai substansi 
Pasal 1320 KUH Perdata. 
Menurut penulis, karena perjanjian gadai dibuat dalam bentuk 
baku, maka selain ada permasalahan mengenai kedudukan kata sepakat, 
juga harus diperhatikan mengenai adanya syarat eksonerasi
94
, yaitu syarat 
yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab salah satu pihak, 
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agar pelaksanaan suatu perjanjian bentuk baku tidak meninggalkan asas 
kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Syarat eksonerasi ada 
dalam bentuk perjanjian baku pada perjanjian gadai karena dalam 
perjanjian gadai ada pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat, yaitu 
PT. Pegadaian (Persero) sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
pemberi kredit. 
Tetapi di sini perlu diperhatikan juga bahwa, demi rasa keadilan 
yang dirasakan kedua belah pihak, dengan adanya syarat baku dalam 
perjanjian gadai, perlu diupayakan perlindungan terhadap nasabah secara 
maksimal, karena kedudukan nasabah di sini lebih lemah, dibanding 
kedudukan PT. Pegadaian (Persero) yang menentukan isi 
perjanjian.Sebagai tolak ukur untuk mengawasi keberadaan syarat 
eksonerasi dalam perjanjian gadai dalam rangka mencegah terjadinya 
sengketa, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH 
Perdata, yaitu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak 
dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unavoidable)
95
 serta ketentuan 
Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi Perjanjian tidak hanya mengikat 
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga 
persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 
Maksud dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut di atas bahwa semua 
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan itu 
harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan 
kesusilaan. Dalam perjanjian gadai, PT. Pegadaian (Persero) juga 
mempunyai itikad baik. Ukuran dari itikad baik di sini ialah bahwa 
pemegang gadai menduga bahwa pemberi gadai adalah pemilik 
sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak disangsikan. Untuk sahnya 
gadai, pemberi gadai harus seorang yang berwenang menguasai. Jika 
pemegang gadai beritikad baik, ia dilindungi terhadap pemberi gadai yang 
tidak wenang menguasai. 
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Secara normatif, syarat jaminan yang dapat diterima di Pegadaian 
adalah barang bergerak yang merupakan milik nasabah sendiri serta 
nasabah menjamin bukan merupakan hasil dari kejahatan, tidak dalam 
obyek sengketa dan/atau sita jaminan ( terdapat dalam Surat Bukti Kredit), 
hal ini mengacu pada ketentuan pasal 1977 Kitab Undang - Undang 
Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan 
bahwa : Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun 
piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa 
yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Penyerahan barang 
jaminan dari nasabah ke Pegadaian menimbulkan peralihan hak sesuai 
dengan ketentuan bahwa, memberikan suatu barang sebagai jaminan 
berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut.
96
 
Hal ini diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata, yaitu : Apabila oleh 
para pihak telah diperjanjikan lain, jika si berhutang atau si pemberi gadai 
wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud 
untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari 
pendapatan penjualan tersebut.
97
 Namun pada prakteknya, sering terjadi 
permasalahan dimana barang yang dijaminkan bukan milik nasabah 
sendiri melainkan milik orang lain misalnya barang jaminan atas suruhan 
dan barang yang diperoleh secara melawan hukum dan memperolehnya 
secara tidak sah, ataupun cara lain yang dilarang oleh hukum. 
Terkait barang-barang yang dimiliki pemberi gadai yang telah 
dijaminkan pada pemegang gadai PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun 
untuk menghindari adanya risiko kerugian, hendaknya perlu dijaga 
keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan yang akan diserahkan 
kembali kepada pemberi gadai, karena telah melunasi hutangnya, baru PT. 
Pegadaian (Persero) Kota Madiun terlepas tanggung jawab terhadap 
barang jaminan. Setelah barang gadai dikeluarkan dari gudang, apabila 
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barang yang menjadi jaminan tersebut berkurang nilainya dari penguasaan 
penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya, kelalaiannya, maka 
pihak penerima gadai wajib memberikan ganti kerugian kepada pemberi 
gadai. 
Keberadaan perjanjian atas jaminan gadai antara Pegadaian sebagai 
kreditur dengan nasabah sebagai debitur berfungsi sebagai hukum dan 
mengikat para pihak demi adanya kepastian hukum bagi para pihak. 
Dalam Peraturan Direksi No 5 Tahun 2014 tentang Satuan Operasional 
Pegadaian untuk kredit cepat dan aman ( KCA ) menentukan bahwa bukti 
kepemilikan barang jaminan ( BJ ) dibagi menjadi : 
 1. Bukti kepemilikan untuk BJ yang terdaftar pada Register Negara yaitu 
bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang menurut perundangg-undangan yang berlaku, misalnya 
kendaraan bermotor dibuktikan dengan adanya BPKB ( Bukti Pemilik 
Kendaraan Bermotor ) dan bukti lainnya. 
2. Bukti kepemilikan untuk BJ yang tidak terdaftar pada Register Negara, 
maka untuk BJ jenis ini berlaku ketentuan pasal 1977 KUH Perdata 
yaitu terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun 
piutang yang tidak harus harus divayar kepada si pembawa, maka 
barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya, 
misalnya : emas, berlian,alat elektronik dan sebagainya 
Si berpiutang (penerima gadai) adalah pihak yang bertanggung 
jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barangnya yang terjadi karena 
kelalaiannya, sebaliknya si berhutang diwajibkan mengganti kepada si 
berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan 
oleh pihak yang tersebut belakang ini guna keselamatan barangnya gadai, 
sebagaimana diatur dalam Pasal  1157 KUH Perdata. 
Adanya ketentuan Pasal 1157 KUH Perdata tersebut maka dapat 
diketahui bahwa barang gadai yang dimaksudkan tersebut harus 
diserahkan secara utuh seperti pada waktu penyerahan untuk memperoleh 
uang pinjaman, artinya adalah bahwa barang gadai tersebut sama dengan 
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keadaan pada waktu pihak pemberi gadai menyerahkan barang gadai 
kepada penerima gadai. 
Risiko dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memikul kerugian 
jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang 
menimpa benda yang dimaksudkan di dalam perjanjian.
98
 Dari pengertian 
tersebut dapat diketahui bahwa persoalan risiko itu berpangkal pada 
terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang mengadakan 
perjanjian, suatu peristiwa yang tidak disengaja dan tidak diduga yang 
menyebabkan barang yang menjadi obyek perjanjian rusak atau hilang 
selama berlangsungnya perjanjian tersebut. 
Dasar hukum yang mengatur mengenai ganti rugi dalam perjanjian 
kredit gadai di lingkungan PT. Pegadaian (Persero)  terkait dengan risiko 
diatur dalam Aturan Dasar Pegadaian (Stb. 81 Tahun 1928) dan Buku Tata 
Pekerjaan Pegadaian (Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan pegadaian 
No.Pr.2/4/45/1981) dan yang sekarang juga sudah ada tambahan Surat 
Keputusan dari Pusat. 
Menurut Pasal  13 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian, menyatakan 
bahwa PT. Pegadaian (Persero) menanggung risiko segala kerusakan pada 
barang-barang gadai yang terjadi karena kebakaran atau karena sebab lain 
yang dapat diduga menjadi penyebab kerusakan atau kehilangannya, tetapi 
jikalau barang turun harganya sebab tidak dirawat tiap hari maka si 
pemberi gadai tidak ada hak untuk minta ganti rugi. 
Penjelasan selanjutnya dalam Buku Tata kerja PT. Pegadaian 
(Persero)  yaitu  diatur dalam Pasal  6, yang mengatur mengenai 
pemberian ganti kerugian dari pihak pemegang gadai kepada pemberi 
gadai atau nasabah. Apabila barang yang menjadi obyek jaminan gadai 
tersebut sebagian rusak atau rusak disebabkan oleh terbakar, basah, 
dimakan rayap atau sebab-sebab yang lain yang tidak dapat dicegah oleh 
PT. Pegadaian (Persero) seperti kehilangan karena pencurian atau sebab 
kekeliruan dari penggelapan oleh pegawai PT. Pegadaian (Persero). 
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Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa risiko 
atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan yang disebabkan oleh 
karena kebakaran, kehujanan, kebanjiran, dimakan binatang (rayap, 
ngengat, tikus), pencurian atau kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero)  
menjadi beban dari PT. Pegadaian (Persero). 
Penetapan besarnya ganti kerugian adalah juga ada yaitu sebesar 
125% (persen) dari harga taksiran atas nilai barang gadai yang 
bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal  13 ayat (3) 
Aturan Dasar Pegadaian Jo Pasal  6 ayat (4) Buku Tata Pekerjaan 
Pegadaian. Apabila hanya mendasarkan atas penetapan besarnya uang 
pinjaman yaitu untuk golongan A dan B besarnya 80 % (persen) dari harga 
taksiran, sedangkan untuk golongan C adalah 89 % (persen) dari harga 
taksiran dan untuk golongan D adalah sebesar 85 % (persen) dari harga 
taksiran. Dengan demikian kedudukan juru taksir sangat mutlak adanya, 
karena juru taksir tersebut yang menentukan besarnya harga taksiran untuk 
barang yang berada dalam golongan A dan B. Sedangkan untuk golongan 
C dan D, penetapan atas besarnya harga taksiran ditentukan oleh juru 
taksir serta diperkuat dengan keputusan Kepala PT. Pegadaian (Persero)  
yang bertindak sebagai kuasa khusus pemutus kredit. 
Mengenai besarnya ganti kerugian pada PT. Pegadaian (Persero)  
telah ditetapkan sebesar 125 % (persen) dari harga taksiran. Sebenarnya 
nilai suatu ganti kerugian ini adalah terlalu kecil apabila dinilai dengan 
adanya harga pasar yaitu harga yang terjadi setelah diadakan tawar 
menawar antara pihak pembeli dan pihak penjual atau harga yang terjadi 
dalam arti yang wajar dan terjadi pada tempat penjualan umum. 
Untuk itu dicoba mengetahui batas-batas penentuan adanya ganti 
kerugian karena kerusakan, di dalam peraturan perundang-undangan yang 
ada belum terdapat aturan secara khusus mengenai penetapan atau batas-
batas dari ganti rugi pada kerusakan namun hanya disebutkan untuk bagian 
yang rusak saja seperti seperempat bagian, seperdelapan bagian, setengah 
bagian dan sebagaianya. Adanya kerusakan yang disebutkan di atas maka 
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akan menjadi tanggung jawab dari nasabah sendiri. PT. Pegadaian 
(Persero). Pemberian ganti kerugian ini hanya akan dilakukan dengan 
mengganti yang rusak saja sedangkan yang lain tidak, karena itu 
hendaknya lebih dipertegas lagi petunjuk atau aturan dari ada jenis yang 
mendapat ganti kerugian serta pemberian ganti kerugiannya. 
Adapun jangka waktu untuk mengajukan kerusakan adalah pada 
saat penerimaan barang gadai dari pihak penerima gadai kepada pihak 
pemberi gadai, sedangkan untuk pembayaran ganti kerugiannya adalah 
didasarkan hanya atas kerusakan yang ada pada barang gadai, untuk 
besarnya ganti kerugian tersebut juga sama dengan tersebut di atas yaitu 
125% (persen) dari harga taksiran terhadap bagian yang rusak. Sebenarnya 
pengertian dari pada ganti kerugian ini yaitu yang menyangkut mengenai 
kehilangan adalah sangat mirip dengan adanya ganti kerugian atas adanya 
kerusakan. Hal tersebut disebabkan oleh pengaturannya di dalam Buku 
Tata Kerja Pegadaian adalah menjadi satu bagian. Dengan diberikannya 
hak atas penggantian barang gadai yang disebabkan oleh adanya 
kehilangan, maka disini perlu juga diketahui proses ganti kerugiannya. 
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian yang 
berwujud kehilangan barang gadai, dapat disebabkan oleh kehilangan 
akibat adanya pencurian dengan pembongkaran pada gudang atau karena 
penyimpanan barang jaminan, juga karena adanya kesalahan serta 
penggelapan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan itu sendiri. Jadi 
faktor yang menyebabkan kehilangan barang gadai adalah pencurian dan 
penggelapan. Faktor kesalahan memang pernah terjadi tetapi sebatas pada 
benda-benda yang mempunyai nominal yang relatif kecil, serta mudah di 
dalam penggantiannya.
99
 
Adanya faktor kesalahan dalam memberikan barang gadai adalah 
tidak terlepas dari pihak ketiga dari perjanjian gadai yang telah dibuat. 
Maksudnya adalah bahwa pihak makelar dalam PT. Pegadaian (Persero)  
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yang menawarkan jasa kepada pihak-pihak pemberi gadai atau nasabah, 
biasanya juga turut menyebabkan kerugian kehilangan atas suatu barang 
gadai. 
Biasanya barang jaminan diserahkan kepada kreditur, tetapi ada 
kemungkinan untuk menyerahkan kepada seseorang pihak ketiga yang 
dikuasakan oleh pihak kreditur. Penyerahan barangnya kepada kreditur 
atau kepada pihak ketiga ini bahkan merupakan suatu syarat mutlak bagi 
terbitnya hak gadai, sedangkan untuk besarnya ganti kerugian yang 
disebabkan oleh kehilangan ini, maka dalam penyelesaiannya dilakukan 
dengan jalan musyawarah, untuk tercapainya suatu kesepakatan mengenai 
ganti kerugian atas hilangnya barang gadai yang dimaksud. Tata caranya 
adalah pihak nasabah disuruh datang pada waktu adanya pelelangan serta 
kemudian memilih gantinya atas barang gadai yang hilang tersebut, karena 
baik nasabah maupun PT. Pegadaian (Persero)  itu sendiri dihadapkan 
kepada suatu barang yang sejenis, kemudian dilakukan tawar menawar 
atas barang gadai yang dimaksud, kemudian apabila telah terjadi suatu 
kesepakatan maka pihak nasabah barang gadainya yang hilang tersebut 
diganti pada waktu pelelangan.
100
 
Untuk menentukan adanya kerugian yang disebabkan oleh adanya 
force majeure tidak dapat dilakukan sendiri oleh PT. Pegadaian (Persero), 
tetapi penentuannya harus oleh PT. Pegadaian (Persero)  Pusat ataupun 
dilakukan oleh Pejabat Pegadaian. Mengenai hal adanya ganti kerugian 
atas keadaan force majeure seperti adanya bencana alam dan sebagainya, 
inipun sama pula dengan keadaan ganti kerugian karena kehilangan, hanya 
batas waktu penentuan ganti kerugian tersebut ditentukan oleh pejabat dari 
PT. Pegadaian (Persero)  Pusat. 
Peraturan terdahulu ganti kerugian atas barang gadai yang musnah 
karena force majeure, akan mendapatkan juga 125 % (persen) dari harga 
taksiran yang merupakan dasar pula untuk menentukan uang pinjaman. 
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Walaupun dirasakan masih mempunyai nilai nominal yang lebih rendah, 
namun masih wajar apabila dilihat dengan risiko yang ditanggung oleh PT. 
Pegadaian (Persero). Ganti kerugian itu harus diserahkan kepada pemberi 
gadai secara utuh demikian juga barang harus diserahkan kepada pemberi 
gadai seperti halnya pada waktu digadaikan. Beban terhadap risiko yang 
menimpa barang jaminan akibat peristiwa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  13 ayat (2) ADP jo Pasal  6 ayat (1) BTP tersebut, memang 
dirasakan sangat berat oleh PT. Pegadaian (Persero) sebagai kreditur, juga 
harus menanggung risiko seluruhnya atas semua barang jaminan milik 
debitur-debiturnya yang ada di PT. Pegadaian (Persero). 
Pemberian ganti rugi dari suatu perusahaan kepada pelanggan yang 
disebabkan alasan tertentu adalah praktek biasa di dunia bisnis. Oleh 
karena itu, PT. Pegadaian  (Persero) tidak mengingkari lazimnya 
pemberian ganti rugi dalam praktek berbisnis. Ganti kerugian diberikan 
kepada nasabah bilamana terjadi kerusakan barang jaminan yang 
disebabkan kelalaian PT. Pegadaian (Persero) atau terjadi kehilangan 
barang jaminan milik nasabah yang disebabkan kasus pencurian, 
perampokan. Perlu diketahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) tidak 
sepenuhnya memberikan ganti kerugian dalam kasus force majeure karena 
juga harus berdasarkan keputusan dari pejabat PT. Pegadaian (Persero) 
Pusat. Uang ganti rugi (sebasar 125 % taksiran) hanya boleh dibayarkan 
sesudah Uang Pinjaman ditambahkan Uang Bunga yang harus dibayar 
telah diterima dari peminjam.  
Terdapat dalam Pedoman Operasional Kantor Cabang (POKC) 
sebagai pengganti Buku Tata Pekerjaan (BTP) tidak ditemukan lagi 
ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian. POKC menganggap 
hal ini cukup diatur dalam SBK saja, padahal ini aturan penting yang 
menyangkut ketegasan pemberian ganti kerugian terhadap harta nasabah 
yang dijaminkan di PT. Pegadaian (Persero). Perbedaan pendapat antara 
nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) dalam pemberian ganti kerugian 
dapat memicu tuntutan nasabah ke Pengadilan.  
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Pengadilan berhak memutuskan apakah pemberian ganti kerugian 
versi PT. Pegadaian (Persero) telah patut, wajar dan adil.  Ketentuan ganti 
rugi sebesar 125% yang selama ini diterapkan dan tercantum dalam syarat 
perjanjian di belakang SBK adalah ketentuan sepihak dari PT. Pegadaian 
(Persero). Meskipun nasabah telah menandatangani SBK sebagai tanda 
persetujuan namun jika dalam hal ganti rugi atas jaminan yang rusak atau 
hilang nasabah merasa ganti rugi yang diberikan terlalu rendah karena 
tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku maka nasabah berhak 
mengajukan keberatan bahkan membawa masalahnya ke Pengadilan. Hak 
nasabah tersebut diakomodasi dalam syarat perjanjian kredit di belakang 
SBK butir 15 yang berbunyi, Apabila terjadi permasalahan dikemudian 
hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata 
perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk 
mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. 
Pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Pegadaian (Persero) dalam hal 
terjadi kelalaian dari pihak kreditur, maka untuk menghadapi 
permasalahan tersebut diatas, upaya perlindungan hukum yang dapat 
diberikan kepada nasabah dikelompokan ke dalam dua sifat perlindungan. 
Pertama, perlindungan yang bersifat preventif yaitu bertujuan untuk 
mencegah perselisihan antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah. 
Kedua perlindungan hukum secara represif ditujukan pada upaya 
pemberian perlindungan kepada nasabah, sehubungan dengan 
kemungkinan terjadinya sengketa di Pengadilan yang timbul dalam 
perjanjian gadai, khususnya karena kerugian nasabah akibat dari perjanjian 
gadai yang dibuat secara baku. 
Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak antara PT. 
Pegadaian (Persero)  dengan nasabah ada beberapa kesepakatan yang 
dibuat yang tertuang dalam Surat Bukti Kredit yaitu bahwa PT. Pegadaian 
(Persero)  memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan 
dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksiran uang pinjamannya 
ditetapkan di halaman depan yaitu : 
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1. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, 
penetapan besarnya Taksiran Barang Jaminan, Uang Pinjaman, Tarif 
Sewa Modal dan Biaya Administrasi sebagaimana yang dimaksud 
pada Surat Bukti Kredit (SBK) atau Nota Transaksi (struk) dan sebagai 
tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman. 
2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik Nasabah 
dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Per dan menjamin 
bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa 
dan/atau sita jaminan. 
3. Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT. Pegadaian (Persero) 
dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan Uang Pinjaman 
ditambah Sewa Modal sebesar Tarif Sewa Modal yang berlaku di PT. 
Pegadaian (Persero), dan biaya proses lelang (jika ada). 
4. PT. Pegadaian (Persero) akan meberikan ganti kerugian apabila barang 
jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) 
mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu 
bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi 
diberikan setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa 
Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT. Pegadaian 
(Persero). 
5. Nasabah dapat melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, Minta 
Tambah Uang Pinjaman, dan Penundaan Lelang, selama nilai taksiran 
masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal dan 
Biaya Administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan 
nilai Taksiran Barang Jaminan pada saat Ulang Gadai atau Gadai 
Ulang Otomatis, maka Nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman 
atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru. 
6. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh 
Nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 
sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitpan. Bila telah melebihi sepuluh 
hari dari pelunasan, barnag jaminan tetap belum diambil, maka 
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Nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pagadaian (Persero) atau 
sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk). 
7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan 
Pelunasan, Penundaan Lelang, Ulang Gadai, atau Ulang Gadai 
Otomatis, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan 
barang jaminan melalui lelang. 
8. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang 
Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea 
Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi Hak Nasabah. Jangka 
waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak 
tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan 
uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang 
kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian social yang 
pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian (Persero). Jika hasil 
penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi 
kewajiban nasabah berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses 
Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka nasabah wajib membayar 
kekurangan tersebut. 
9. Nasabah dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Gadai, Minta 
Tambah Uang Pinjaman, Mengangsur Uang Pinjaman, Penundaan 
Lelang, Pelunasan dan Menerima Barang Jaminan dan Menerima Uang 
Kelebihan Lelang atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain 
dengan megisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang 
tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP nasabah dan penerima 
kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa. 
10. Nasabah atau Kuasanya dapat melakukan Ulang Gadai, Mengangsur 
Uang Pinjaman, dan Pelunasan di seluruh Cabang/Unit Pegadaian 
Online. 
11. Nasabah atau Kuasanya harus dating ke Kantor Cabang/Unit Penerbit 
Surat Bukti Kredit untuk hal Minta Tambah Uang Pinjaman, 
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Pengambilan Barang jaminan dan Pengambilan Uang Kelebihan 
Lelang. 
12. Bilamana Nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban 
terhadap PT. Pegadaian (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan 
kewajiban dibebankan kepada ahli waris Nasabah sesuai dengan 
kententuan waris dalam hukum Republik Indonesia. 
13. Nasabah yang menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis 
membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia. 
14. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang 
berlaku di PT. Pegadaian (Persero) sepanjang ketentuan yang 
menyangkut Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai. 
15. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara 
musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan 
akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. 
Jika dikaji dari hal-hal yang dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit 
di atas, maka untuk memperoleh uang pinjaman dengan jaminan barang 
bergerak pada PT. Pegadaian (Persero)  tidak diperlukan syarat-syarat 
tertentu yang sulit dipenuhi oleh para debitur. Debitur cukup membawa 
barang yang akan dijadikan jaminan, maka akan segera dilayani oleh 
pegawai PT. Pegadaian (Persero). Di sini unsur kepercayaan dalam 
memberikan kredit kepada nasabah merupakan prinsip utama dari PT. 
Pegadaian (Persero). 
PT. Pegadaian (Persero)  tidak menanyakan asal-usul barang 
jaminan, hal itu berati kewenangan berhak nasabah atas barang gadai tidak 
menjadi syarat mutlak. Kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang itu 
berakibat seringkali disalahgunakan oleh debitur yang beritikad buruk, 
sehingga dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero)  sering dituduh sebagai 
penadah barang hasil kejahatan. Dalam hal demikian, maka pihak PT. 
Pegadaian (Persero)  tidak dapat dipersalahkan, karena prinsip utama yang 
dipegang oleh PT. Pegadaian (Persero)  yaitu tidak menaruh curiga pada 
setiap nasabah dan selalu beritikad baik. Dengan itikad baik itu maka 
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pihak PT. Pegadaian (Persero)  memperoleh perlindungan hukum. PT. 
Pegadaian (Persero)  dilindungi Pasal  1977 KUH Perdata Juncto Pasal  
1152 ayat (4) KUHPerdata yaitu jikalau ada orang memberi gadai di mana 
orang yang memberikan gadai itu tidak berwenang menguasai, sekali-kali 
tidak bisa dipersalahkan kepada penerima gadai. 
Jadi dalam hal nasabah kehilangan barang jaminan, maka pihak 
nasabah masih dapat menuntut ganti kerugian atas barang jaminan 
tersebut. Hal lainnya yang menjadi penyebab adalah ditententukan pada 
adanya faktor penyerahan barang gadai antara pihak pemberi gadai dengan 
penerima gadai yang dilakukan penyerahan secara langsung atas barang 
bergerak yang hendak dijaminkan. Pendapat yang mendukung adanya 
pernyataan diatas juga menekankan kepada terjadinya pelepasan hak atas 
benda yang akan dijadikan sebagai jaminan. Walaupun sifatnya pelepasan 
hanya untuk sementara dan tidak bersifat pelepasan benda secara mutlak. 
Hak gadai itu diciptakan dengan suatu persetujuan kebendaan yang bebas 
bentuknya, dimana pemberi gadai untuk sementara waktu melepaskan 
kekuasaan nyatanya terhadap benda yang digadaikan.
101
  
PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan milik 
pemerintah dalam menghadapi tuntutan masyarakat terhadap sistem 
pelayanan yang baik untuk memperoleh kredit sebaiknya lebih 
meningkatkan kemampuan profesionalisme. PT. Pegadaian (Persero)  
karena dalam penerimaan barang gadai milik debitur diperlukan 
kecermatan dan ketelitian.  
 
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Jika Terjadi 
Wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun. 
Perlindungan hukum wajib diberikan kepada nasabah dalam 
melakukan perjanjian kredit gadai di PT. Pegadaian (Persero). Pelaksanaan 
perjanjian kredit gadai aspek yang menentukan adalah ditandatanganinya 
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perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek 
hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada 
hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yang terwujud dalam 
bentuk penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian merupakan 
bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian 
dengan segala risiko dan konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud 
diketahui dari terbitnya bukti tertulis, yang pada PT. Pegadaian (Persero) 
disebut Surat Bukti Tertulis (SBK).
102
 
Perlindungan hukum terwujud apabila efektifitas berfungsinya 
hukum dalam suatu masyarakat erat kaitannya dengan kesadaran hukum 
masyarakat itu sendiri. kesadaran hukum warga masyarakat berimplikasi 
pada penegakan hukum pada masyarakat tersebut. Menurut Soerjono 
Soekanto, menegaskan aplikasi pendekatan sistim penegakan hukum 
terletak pada faktor - faktor yaitu:
103
 
1. Faktor hukumnya sendiri; 
2.Faktor penegak hukumnya, yakni pihak - pihak yang membentuk 
    yang menerapkan hukum; 
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku 
     atau diterapkan; 
4.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; 
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya dan karsa yang 
didasari oleh rasa manusia didalam pergaulan hidup.  
Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum 
dan merupakan tolak ukur efektifitas hukum dan penegakan atas 
perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum secara preventif adalah 
melalui perjanjian baku dalam surat bukti kredit, sedangkan upaya 
perlindungan represif dapat dilakukan dengan cara menggunakan jalur 
litigasi yaitu penyelesaian dan pembuktian di pengadilan negeri setempat 
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Telah diketahui bahwa pada umumnya perjanjian mulai berlaku 
setelah tercapai kesepakatan di antara para pihak dan perjanjian tersebut 
mengikat setelah kedua belah pihak yang bersepakat telah menandatangani 
perjanjian. Perjanjian dianggap telah ada apabila ada bukti bahwa nasabah 
telah menyetujui perjanjian gadai serta telah menyerahkan barang gadai 
kepada pihak pegadaian, dan kemudian pihak pegadaian mengeluarkan 
biaya sesuai dengan perjanjian tersebut. Salah satu yang diatur dalam 
perjanjian itu adalah mengenai kewajiban-kewajiban pihak yang 
menggadaikan dan menerima gadai. 
Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak. Menepati 
(nakoming), berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih 
luas “melunasi” (betaling) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenihi dengan 
sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang 
telah disetujui para pihak.
104
Baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki 
kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. 
Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat 
antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) juga berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam 
Pasal 1338 KUH Perdata, jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib 
untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta risikonya. 
Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun 
debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, 
maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi 
tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam 
Pasal 1234 KUH Perdata yaitu dalam hukum perjanjian, jika seorang 
debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak  melakukan hal-hal yang 
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dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala 
akibat hukumnya.
105
 
Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi 
aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut 
pemenuhan prestasi, sedangkan pasif menimbulkan beban kewajiban bagi 
debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara 
prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi 
tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga 
muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.
106
 
Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 
1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 
sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi ini dalam hukum 
Perdata ada 5 jenis yaitu: 
1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali 
2) Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah 
diperjanjikan 
3) Melaksanakan prestasi tapi keliru 
4) Melaksanakan prestasi tapi terlabat 
5) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:
107
 
a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian menentukan 
waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau 
perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan 
patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada 
pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang 
kelalaiannya atau wanprestasinya. Namun, yang paling penting 
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ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya 
mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi. 
b.Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu 
ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur 
tidak memenuhi pasa waktu tersebut, dia telah wanprestasi. 
Meskipun dapat dikatakan bahwa PT. Pegadaian (Persero) jarang 
melakukan wanprestasi namun hal itu pernah terjadi di PT. Pegadaian 
(Persero) Kota Madiun. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian 
(Persero) terhadap nasabah kaitannya dengan perlindungan hukum bagi 
debitur karena akibat wanprestasi tersebut. 
Tindakan wanprestasi terhadap benda jaminan gadai milik debitur 
dapat berupa: 
1) karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) menyebabkan benda 
jaminan tertukar 
2) karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) menyebabkan benda 
jaminan hilang 
3) karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) menyebabkan benda 
jaminan rusak.  
Menyangkut ketiga aspek diatas, maka perlu juga dikemukakan 
dasar dari kewajiban pemegang gadai yaitu : 
1)      Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai 
dijual; 
2)       Kewajiban memelihara benda gadai; 
3)       Kewajiban untuk memberitahukan perhitungan antara hasil penjualan 
barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai; 
4)       Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.  
kewajiban ini dilaksanakan karena : 
a.       Kreditur telah menyalahgunaan barang gadai 
b.      Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan 
biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai. 
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5)       Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang 
gadai dengan besarnya bunga piutang kepada debitur. 
6)       Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai 
kepada pemberi gadai.  
Dengan adanya ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata, maka antara 
pihak peminjam dalam hal ini nasabah dan pihak pemberi pinjaman yang 
dimaksudkan adalah pihak PT. Pegadaian, masing-masing akan 
mempunyai hak dan kewajiban. Nasabah mempunyai kewajiban 
membayar biaya dan membayar pokok hutang serta menyerahkan untuk 
sementara barang jaminan sampai batas jatuh tempo, apabila telah 
terlaksanakan semua kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan 
perjanjian maka, nasabah berhak meminta barang jaminannya itu, 
sedangkan untuk PT. Pegadaian mempunyai kewajiban memberi uang 
pinjaman sesuai dengan taksiran harga barang jaminan, yang diserahkan 
nasabah dan selanjutnya memelihara serta menyimpannya agar tidak rusak 
atau hilang. PT. Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil dan tidak 
mengembalikan barang jaminan nasabah apabila nasabah tidak dapat 
menebus atau membayar uang pinjaman beserta pokoknya sampai hari 
jatuh tempo berakhir. Apabila barang jaminan nasabah hilang sedangkan 
barang jaminan tersebut masih dalam status perjanjian, maka dalam hal ini 
pihak PT. Pegadaian mempunyai tanggung jawab terhadap barang jaminan 
yang hilang tersebut. Dan saat itu nasabah juga berhak untuk melakukan 
penuntutan kembali barang jaminan tersebut. Sehingga dalam hal ini pihak 
penerima gadai atau pihak PT. Pegadaian mempunyai tanggung jawab 
yang besar terhadap kemungkinan hilangnya barang jaminan gadai yang 
berada dibawah kekuasaan pihak PT. Pegadaian. 
Dasar-dasar pikiran di atas menggaris bawahi bahwa perlindungan 
hukum bagi debitur karena tindakan wanprestasi yang dilakukan PT. 
Pegadaian (Persero), semestinya diperluas dan dipertegas, dapat dilihat 
bahwa hampir semua point di atas sebagai kewajiban pemegang gadai 
tidak pernah dilaksanakan. 
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Tindakan wanprestasi akan menyebabkan salah satu pihak 
mengalami kerugian dalam perjanjian gadai, wanprestasi dapat dilakukan 
oleh kreditur atau PT. Pegadaian (Persero), tindakan wanprestasi ini dapat 
berupa rusaknya barang gadai, pelaksanaan lelang tanpa memberitahukan 
debitur serta tidak adanya pengembalian uang sisa hasil lelang setelah 
dikurangi pokok pinjaman beserta bunganya. 
Akibat-akibat wanprestasi adalah:
108
 
a. Debitur harus membayar ganti-rugi. 
b. Beban risiko bergeser ke arah kerugian debitur: suatu halangan 
yang timbul kepermukaan dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali 
ada kesengajaan atau kelalaian besar (culpa lata) pada pihak 
kreditur, tidak dapat mengandalkan “overmacht”.  
c. Jika perkiraan timbul dari suatu persetujuan timbal-balik, maka 
pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban 
melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 BW (Pasal 
1266 KUHP), atau melalui exceptio non adimpleti contractus 
menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan. 
Menurut analisis penulis, perjanjian gadai itu sendiri merupakan 
perjanjian baku, yang intinya bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 
yaitu sebagai berikut: 
1.       Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila: 
a.  Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 
c.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 
dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
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d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada 
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan 
dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan 
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen 
yang menjadi obyek jual beli jasa; 
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha 
dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada 
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak 
gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran. 
2.       Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, 
atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 
3.       Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 
pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan 
batal demi hukum. 
4.       Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang 
bertentangan dengan Undang-undang ini. 
Maupun berdasarkan KUH Perdata Pasal 1320 menyangkut syarat-
syarat sahnya perjanjian: 
1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 
2) Kecakapan bertindak; 
3) Adanya objek perjanjian; 
4) Adanya klausa yang halal. 
 
Praktik di Pegadaian kasus wanprestasi yang dilakukan pada 
umumnya adalah nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 
angsuran pinjamannya atau melunasi pinjamannya kepada pihak 
Pegadaian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, 
sehingga Perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana 
perjanjian-perjanjian lainnya juga tidak terlepas dari adanya wanprestasi. 
Wanprestasi dalam PT. Pegadaian (Persero) ini juga dapat dilakukan oleh 
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masing-masing pihak, karena perjanjian gadai dalam PT. Pegadaian 
(Persero) adalah merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak yaitu 
pihak PT. Pegadaian (Persero) sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai 
debitur. 
Pada umumnya yang melakukan wanprestasi adalah pihak debitur 
atau nasabah dari PT. Pegadaian (Persero), sedangkan wanprestasi yang 
dilakukan oleh kreditur atau pihak PT. Pegadaian (Persero) sangat kecil 
kemungkinannya. Dikatakan bahwa PT. Pegadaian (Persero) kecil 
kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti PT. Pegadaian 
(Persero) tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan 
akibat dari kelalaian dari pegawai yang bekerja di PT. Pegadaian 
(Persero). Apabila pihak dari PT. Pegadaian (Persero) dalam hal ini selaku 
kreditur melakukan wanprestasi maka PT. Pegadaian (Persero) akan 
memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak 
merasa dirugikan. 
Peristiwa di atas sejalan dengan konsep keadilan yang 
dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang keadilan dan perdamaian. 
Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan 
melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan 
yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian 
atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan 
yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan 
kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi 
menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.
109
 Semua orang 
mempunyaikemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil 
sehingga keadilan menjadi focus tujuan utama pembentukan undang-
undang, yang harus sesuai prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan di 
pihak lain dengan tujuan yang sama.
110
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Kasus benda jaminan rusak disebabkan kurangnya perhatian 
terhadap keadaan gudang/ruang penyimpanan. Kerugian yang dialami, 
rusaknya beberapa benda jaminan berupa barang elektronik terjadi di 
Kantor PT. Pegadaian (Persero) Madiun. Terhadap keadaan demikian 
lewat kebijakan dan tindakan cepat dilakukan penggantian terhadap benda-
benda tersebut dengan tingkatan penggantian sebagai berikut :
111
 
- benda jaminan rusak 100 % (seratus persen) artinya benda jaminan 
tersebut sama sekali tidak bisa dipakai lagi/tidak berfungsi sama 
sekali maka ganti ruginya adalah 125 % dari nilai taksiran; dalam 
kasus ini benda jaminan yang rusak tidak dikembalikan kepada 
nasabah, nasabah menerima penggantian 125 % dari nilai taksiran 
setelah dikurangi biaya-biaya, sewa modal (bunga) serta uang 
pinjaman.  
- benda jaminan rusak tetapi kerusakan tersebut bisa diprosentase 
misalnya 70 % , maka ganti kerugian sebesar 125 % dari nilai 
taksiran dikalikan dengan prosentase kerusakan barang yang 70 % 
tersebut; dalam kasus ini benda jaminan tetap dikembalikan kepada 
nasabah, nasabah menerima penggantian 125 % dari nilai taksiran x 
prosentase kerusakan barang setelah dikurangi biaya-biaya, sewa 
modal (bunga) serta uang pinjaman. 
Jika wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah akibatnya 
adalah PT. Pegadaian (Persero) akan melakukan pelelangan terhadap 
barang jaminan yang digadaikan nasabah. Jika benda gadai tidak ditebus 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan telah diberikan somasi 
terlebih dahulu, maka benda gadai dilelang pada waktu sebagaimana yang 
ditentukan dalam perjanjian gadai yang tertera dalam SBK. 
Jika terjadi wanprestasi terhadap pemegang gadai, maka ada 
beberapa jalan yang dapat ditempuh, adalah :
112
 (1) melalui musyawarah 
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mufakat adalah jalan paling awal yang ditawarkan dalam menyelesaian 
masalah; (2)  melalui mediasi, seorang mediator berperan sebagai 
penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang 
dihadapinya; (3)  melalui arbitrase atau pengadilan, melalui arbitrase atau 
peradilan selama ini belum pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan 
penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau peradilan tidak 
mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan 
memerlukan waktu dan biaya yang mahal. 
1.  Menyelesaikan Sengketa Melalui Jalur Musyawarah. 
 Mufakat Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini 
merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa 
sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Dengan 
adanya jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa 
dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik 
(musyawarah) sehingga dapat tercapai kata perdamaian (mufakat). 
 Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur 
musyawarah mufakat, yaitu: 
a.  Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya. 
b.  Para pihak yakni nasabah dan Pegadaian kembali duduk bersama 
dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan. 
c.  Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat 
dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa. 
d.  Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa. 
            Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui jalur 
musyawarah mufakat ini, maka sangat diharapkan terciptanya 
perdamaian antara nasabah dan Pegadaian, tetapi ketika melalui jalur ini 
persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat 
dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi 
yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur 
paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan. 
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2. Melalui Mediasi  
 Pengertian Mediasi secara normatif tidak kita jumpai dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu pengertian 
mediasi di ambil dari pendapat ahli dan kamus. Mediasi adalah 
sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga 
yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak 
memiliki kompetensi untuk membuat keputusan.
113
 
 Mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternatif solusi 
dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya seorang 
mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Sebagai penengah di sini di 
samping sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, juga dapat 
membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, 
sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk itu seorang 
mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak 
mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan 
untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian 
masalah yang disengketakan. 
3.  Melalui Lembaga Arbitrase dan Atau Peradilan. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan upaya penyelesaian 
sengketa antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) melalui 
arbitrase dan atau peradilan selama ini belum pernah terjadi, hal 
tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase 
atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha 
mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal. 
 Sehingga diupayakan penyelesaian yang sederhana, murah, dan cepat 
melalui lembaga mediasi agar hak -hak nasabah dapat terpenuhi dengan 
                                                 
113
 Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriciada Ashari, dan Nurhadiantomo, 2014. Perlindungan Hukum 
Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang 
Jaminan, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014, hlm. 37. 
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baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa upaya 
hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila terjadi wanprestasi 
dari pemegang gadai adalah melalui musyawarah mufakat, melalui 
mediasi dan arbitrase dan atau peradilan. 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah yang tidak mempunyai 
keinginan untuk menggugat PT. Pegadaian (Persero) melalui jalur 
hukum akibat barang jaminannya di lelang adalah sebagai berikut: 
  1) Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh nasabah. 
2) Nasabah tidak mamahami prosedur hukum, sehingga merasa 
takut untuk melakukan gugatan hukum terhadap PT. Pegadaian 
(Persero). 
3) Nasabah beranggapan bahwa dalam berperkara di Pengadilan 
memerlukan biaya yang besar dan memakan waktu yang lama. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1.   PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun bertanggung jawab untuk 
menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa nasabah 
atas barang jaminan gadai. Hal tersebut memang sudah selayaknya 
karena dalam perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan 
PT. Pegadaian (Persero). Ganti kerugian yang diberikan oleh PT. 
Pegadaian (Persero) adalah sesuai kerusakan barang tersebut dan 
dihitung dari harga taksiran barang jaminan atau dengan kesepakatan 
bersama dan itikad baik, sedangkan untuk menentukan adanya kerugian 
yang disebabkan oleh adanya force majeure tidak dapat dilakukan sendiri 
oleh PT. Pegadaian (Persero), tetapi penentuannya harus oleh PT. 
Pegadaian (Persero)  Pusat ataupun dilakukan oleh Pejabat Pegadaian. 
2.  Upaya hukum yang  ditempuh oleh nasabah ketika terjadi wanprestasi dari 
PT. Pegadaian (Persero) adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur 
musyawarah mufakat antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah, 
melalui musyawarah mufakat yang diharapkan dapat menciptakan 
perdamaian antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero).  
 
B.  Implikasi 
 PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun bertanggung jawab dan memberikan 
ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, pencurian atau kelalaian pegawai PT. 
Pegadaian (Persero) atas barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah sejak 
saat penyerahan barang. Besarnya ganti kerugian yang diberikan adalah sesuai 
dengan aturan yang ada dalam PT. Pegadaian (Persero) dan kesepakatan 
bersama antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan 
bersama agar tidak timbul permasalahan selanjutnya. 
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C. Saran 
1. Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) dalam bentuk 
Surat Bukti Kredit (SBK) sebaiknya memuat klausul yang tepat dan jelas, 
sehingga para nasabah merasa yakin dan aman untuk melakukan pinjaman 
di PT. Pegadaian (Persero).  
2. Klausul dalam perjanjian kredit di PT. Pegadaian sebaiknya tidak terlalu 
memberatkan nasabah karena posisi nasabah sudah dalam keadaan yang 
lemah. 
3. Perlunya sosialisasi kepada nasabah dari PT.Pegadaian (Persero) mengenai 
hak dan kewajiban apa saja yang akan didapat oleh nasabah. 
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